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ABSTRAK 
Nama Penyusun :  Azwar Basir 
NIM :  50500111014 
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kode etik Jurnalistik Bagi Jurnalis  
    dibawah Naungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  
    Makassar 
  
Penelitian ini membahas tentang analisis penerapan kode etik jurnalistik bagi 
jurnalis dibawah naungan aliansi jurnalis independen (AJI) Makassar, berdasarkan 
pola penerapan kode etik di lapangan untuk menjadi jurnalis professional dan 
hambatan untuk menjadi jurnalis professional. 
 Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di kalangan jurnalis 
yang banyak melanggar kode etik jurnalistik. Sehingga yang menjadi pokok dari 
penelitian ini ialah berdasarkan penerapan kode etik di lapangan oleh anggota Aliansi 
Jurnalis Independen agar menjadi jurnalis professional. Serta menyadarkan kepada 
jurnalis tentang kode etik jurnalis yang sangat perlu di terapkan. 
 Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan analissi yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan 
bersumber dari data field research, yakni hasil wawancara dan observasi terhadap 
objek penelitian, serta data pendukung yang bersumber dari literatru atau 
kepustakaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) penerapan kode etik jurnalis oleh 
anggota AJI sudah di laksanakan dengan baik, tetapi masih ada anggota AJI yang 
melanggar kode etik jurnalis di sebabkan kebutuhan jurnalis  masih belum terpenuhi. 
2) hambatan yang di hadapai oleh para jurnalis dalam meningkat profesionalisme 
kerja dihadapkan kepada permasalahan media mulai dari media yang belum 
mensejahterakan para jurnalisnya sampai kepada media tidak membekali para jurnalis 
baru tentang kode etik jurnalistik dan keterampilan atau skill untuk menambah 
wawasan para jurnalis. 
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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun : Aswar Basir 
NIM   : 50500111014 
Judul Skripsi  : Analisis Penerapan Kode etik Jurnalistik Bagi Jurnalis 
dibawah Naungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar 
 
 This study discussed the analysis of journalistic ethics code implementation 
for journalistic under the auspices of an Independent Journalist Alliance (AJI) 
Makassar, based on the pattern of ethical code application in the field to become 
professional journalists. 
 
 This study is based on the phenomenon that accurs journalists who violate 
many ethics journalistic code. So the main subject of this research is bassed on the 
application of code of ethics in the field by members of the Alliance of Independent 
Journalists to become professional journalists. And make aware to jornalists abaot the 
code of ethics of jornalists that are very need to apply. 
 
 Then to answer the question the auther use qualitative research methods with 
descriptive analysis. The data used is sourced from the field data research, the results 
of interviews and abservation of the object of research, and supporting data sourced 
from the literature or bibliography. 
 
 The result of this study showed: 1) The implementation of the code of ethics 
of journalists by AJI members have been implemented well, but there are still AJI 
members who violate the journalist‟s ethical code because the needs of journalists are 
stillnot met. 2) Obstacles faced by journalists in increasing professionalism work 
faced with media problems ranging from media that has not prospered its journalists 
to the media does not equip new journalists about journalistic code of ethics and skills 
or skills to add insight journalists. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Manusia adalah mahkluk sosial yang apapun alasannya itu, manusia tetap 
membutuhkan komunikasi dengan sesama untuk mendapatkan informasi. Apabila 
manusia ketinggalan informasi maka manusia itu akan tetap jalan di tempat terus 
tidak bisa bergerak mengikuti zaman. Dari situlah pers berfungsi untuk memberikan 
berita menarik, akurat, aktual, faktual dan penting bagi masyarakat. Dari situ juga 
Lembaga  pers dapat disebut sebagai salah satu lembaga yang bisa melayani 
kepentingan masyarakat. 
Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral 
ditengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta 
yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun 
demikian, media massa tidak selalu bisa obyektif dalam menjalankan fungsinya. 
Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga pehitungan yang dipakai 
adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya 
nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa 
memperoleh keuntungan.
1
  
                                                             
1 Hamdan Daulay. Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia ditinjau dari 
perspekstif islam.( Jurnal Penelitian Agama, vol. Xvii, no. 2 mb-agustus 2008) 
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Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau 
pelaporan setiap hari. Jadi jurnalistik bukan pers, bukan pula media massa. Menurut 
kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan 
menulis surat kabar, majalah, atau berkala lain sertaa media elektronik dan media 
online tidak terlepas dari kata jurnalistik. Skeptis adalah sikap untuk selalu 
mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai 
segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Inti dari skeptis adalah keraguan. Media 
janganlah puas dengan permukaan sebuah peristiwa serta enggan untuk mengingatkan 
kekurangan yang ada di dalam masyarakat. Wartawan haruslah terjun ke lapangan, 
berjuang, serta menggali hal-hal yang eksklusif. Wartawan tidak menunggu sampai 
peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri 
seorang wartawan  
Wartawan atau seorang jurnalis sangat berjasa kepada masyarakat, sebab 
melalui kerja seorang jurnalislah maka masyarakat bisa mengetahui atau mendapat 
informasi tentang apa yang terjadi di seluruh dunia khususnya Indonesia. Di samping 
itu seorang jurnalis harus memegang teguh etika pers atau kode etik jurnalistk dan 
profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis. 
 ketatnya persaingan antar lembaga media massa saat ini membuat mereka 
sulit menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Beberapa lembaga media cenderung 
memprioritaskan satu fungsi diatas fungsi yang lainnya. Menurut Mursito (2006), 
fungsi informasi pada media cetak, khususnya surat kabar harian masih lebih 
menonjol di bandingkan pada media televisi yang lebih menonjolkan fungsi hiburan. 
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Akan tetapi di saat kebebasan pers dan kepentingan ekonomi menjadi dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan, baik media elektronik maupun cetak sepertinya mulai 
melupakan urgensi masing-masing fungsi tersebut.  
Ironisnya, lembaga media seakan kehilangan esensi idealisnya karena tidak 
mampu menjalankan perannya secara profesional. Ketidakmampuan tersebut dapat 
dilihat dari pengemasan berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Masih hangat 
dalam ingatan kita ketika Yulianis, saksi mahkota atas kasus korupsi yang menimpa 
sejumlah kader Demokrat, menghadiri wawancara eksklusif di sebuah stasiun swasta 
pada Maret 2013 lalu. Dituduh mencemarkan nama baik Edhy Baskoro Yudhoyono, 
wanita yang pernah bekerja untuk Nazaruddin ini justru melemparkan kesalahan 
kepada wartawan. Menurutnya, berita yang beredar di masyarakat telah dipelintir dan 
dikemas sedemikian rupa sehingga membuat kesan seolah ia yakin dengan 
pernyataannya.
2
 
Wartawan atau jurnalis yang hidup pada zaman sekarang berbeda dengan 
wartawan yang dulu, bedanya ada pada etika dan profesionalisme kerja. Wartawan 
sekarang jarang yang memegang teguh etika pers atau kode etik jurnalistik dan 
profesional dalam bekerja, wartawan yang dulu selalu mengedepankan etika dan 
profesional dalam bekerja. Bedanya sangat mencolok di situ, makanya wartawan 
yang dulu banyak menjadi wartawan yang hebat  karena selalu memegang teguh etika 
                                                             
2 Dewanti Sinta Bella, kode etik jurnalistik dalam penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif 
Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan 
Harian JOGLOSEMAR), jurnal, skripsi 2014. 
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pers dan profesional dalam bekerja. Sekarang sangat sedikit wartawan yang menjadi 
wartawan yang hebat, karena dikalahkan dengan wartawan amplop. 
Banyaknya wartawan sekarang yang menyalahgunakan profesi 
kewartawanannya, banyak yang mendaftarkan diri sebagai wartawan karena 
mengatakan sebagai wartawan itu bisa bertemu langsung dengan artis, pejabat, bebas 
tilang dan lain sebagainya. Mulai dari itu profesionalisme kerja seorang  wartawan 
sudah hilang, sebab seorang wartawan dikatakan profesional dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai wartawan apabila, seorang jurnalis menanamkan dalam dirinya 
bahwa wartawan adalah sebagai profesi, bukan sebagai jalan untuk semena-mena di 
jalan. Seorang wartawan harus taat dengan etika pers dan kode etik jurnalistik. 
Maman Suherman dalam seminar di rektorat UIN Alauddin Makassar pada 
tanggal 5 juni 2014 mengatakan bahwa salah satu penyakit wartawan saat ini yaitu 
banyaknya wartawan  yang mengejar kecepatan dalam mencari berita sehingga 
mereka mengabaikan embargo dan of the record. Seharusnya berita itu di embargo 
tetapi karena wartawan mengejar kecepatan berita maka wartawan mengabaikan 
embargo. 
3
 
Selain embargo dan off the record amplop dan hadiah gratisan sering menjadi 
bahan perbincangan di kalangan mahasiswa jurnalistik tentang wartawan yang 
menerima amplop saat meliput. Suatu sebutan bernada mengejek yang tidak sedap di 
dengar telinga, yaitu sebutan “wartawan amplop”. yang dimaksud dengan wartawan 
                                                             
3 Maman Suherman, seminar jurnalistik, Makassar, 5 Juni 2014 
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amplop adalah pemberian dari sumber berita kepada wartawan yang 
mewawancarainya berupa amplop berisi uang.
4
 
Etika pers adalah bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan 
tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan 
pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Etika pers juga adalah ilmu 
atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers; atau, dengan 
perkataan lain, etika pers berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh 
orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers Sumber etika pers adalah kesadaran 
moral yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak 
tepat, bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers.
5
 
Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan 
dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya 
oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam 
menjalankan tugas jurnalistiknya
6
 
Profesionalisme merupakan perkembangan dari profesi yang bukan hanya 
dikatakan sebagai pekerjaan namun taat dengan aturan atau etika dalam bekerja 
bukan hanya sekedar bekerja tanpa ada  etika dalam bekerja. Adapun B. Barber 
menyatakan bahwa profesi memiliki empat ciri, yakni pengetahuan umum yang 
tinggi, lebih berorientasi kepada kepentingan umum daripada kepentingan diri 
                                                             
4 Kusumaningrat hikmat, purnama kusumaningrat, jurnalistik teori dan praktik.(PT 
Remaja Rosdakarya offset bandung 2005)hal 100 
5
 http://id.wikipedia.org/wiki/Etika_pers 
6
 Kusumaningrat hikmat, purnama kusumaningrat, jurnalistik teori dan praktik.(PT 
Remaja Rosdakarya offset bandung 2005)hal 303 
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sendiri, adanya pengawasan ketat atas perilaku pribadi melalui kode etik yang 
dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan, serta melalui asosiasi-asosiasi sukarela 
yang diorganisasikan dan dijalankan oleh para pekerja spesialis itu sendiri, dan sistem 
balas jasa (berupa uang dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja, 
sehingga menjadi tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan kepentingan pribadi. 
Mimpi untuk menjadi jurnalis handal memang susah sebab etika dan 
profesionalisme kerja harus dikedepankan, bukan cuma diingat tapi harus diterapkan.  
Jika etika dan profesionalisme sudah dipegang teguh oleh para jurnalis maka barulah 
profesi kewartawanan dapat berdiri sejajar dengan pemerintah bahkan bukan tidak 
mungkin jurnalis lebih di atas dari pada pemerintah. 
  Organisasi wartawan (AJI) contohnya sejak berdiri hingga saat ini, AJI 
memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi 
program kerja selama ini. Pertama, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan 
pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme jurnalis. Ketiga, meningkatkan 
kesejahteraan jurnalis. Semua ini merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi 
jurnalis.
7
 
 AJI sangat menekankan tentang profesionalisme. AJI mempunyai tiga prinsip 
yang harus di pegang para anggotanya yaitu profesional, independensi dan kode etik 
jurnalistik. AJI tidak memandang bulu siapa yang melanggar dia yang mendapat 
sangsi. 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen 
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Uraian di atas merupakan salah satu alasan utama yang mendasari penulis 
memilih topik penelitian yang dianggap relevan untuk hal tersebut, yaitu: “analisis 
penerapan kode etik jurnalistik bagi jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Makassar ” 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pola penerapan kode etik jurnalis bagi jurnalis AJI Makassar? 
2. Hambatan apa saja yang dihadapi jurnalis AJI Makassar dalam meningkatkan 
profesionalisme dan kode etik jurnalis? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Judul yang diangkat dalam proposal ini adalah “analisis penerapan Kode Etik 
Jurnalis Bagi Jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar”, maka untuk 
menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian 
mengenai topik tersebut yaitu: 
1. Etika adalah aturan atau nilai moral yang mengikat diri pribadi setiap orang. 
2. Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan 
dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin 
sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan 
konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya 
3. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan 
kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 
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menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 
tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. 
8
 
4. Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan 
sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh seorang 
profesional. 
5. Wartawan adalah seseorang yang terdaftar dalam lembaga pers dan setiap hari 
secara teratur menuliskan berita kemudian dimuat di media massa serta 
beritanya dinikmati oleh masyarakat. 
6. Aliansi jurnalis independen cabang Makassar adalah salah satu organisasi 
jurnalis yang di akui di Indonesia dan bersifat independen. 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
1. Sinta Bela Dewanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ KODE ETIK 
JURNALISTIK DALAM PENERAPAN (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek 
Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Kegiatan Jurnalistik di 
Kalangan Wartawan Harian JOGLOSEMAR)” adalah penelitian kualitatif 
dengan metode studi deskriptif dengan pendekatan komunikatif. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui praktek penerapan Kode Etik Jurnalistik 
(KEJ) dalam kegiatan jurnalistik di Harian JOGLOSEMAR. Pada hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa dalam mengumpulkan berita, Wartawan di 
Harian JOGLOSEMAR dalam upaya mengonfirmasi kepada narasumber 
terkait tema atau isu tertentu menggunakan cara-cara yang etis. Cara-cara 
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 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers   
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yang etis tersebut ditunjukkan antara lain dengan mengenalkan diri sebagai 
wartawan, menunjukkan identitas diri dan sebagainya. Kesimpulan pada 
penelitian ini yaitu: 
a. Mengumpulkan Berita  
1) Wartawan Harian JOGLOSEMAR menggunakan cara-cara yang etis dalam 
melakukan wawancara dengan narasumber. Cara-cara tersebut sesuai dengan 
Pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia 
menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistik.  
2) Wartawan Harian JOGLOSEMAR menggunakan cara-cara tertentu dalam 
melakukan liputan investigasi. Ketentuan menggunakan cara tertentu dalam 
liputan investigasi ini sesuai dengan penafsiran Pasal 2 dalam Kode Etik 
Jurnalistik bahwa cara-cara yang profesional itu salah satunya, penggunaan 
cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi 
bagi kepentingan publik. 
3) Wartawan Harian JOGLOSEMAR mengonfirmasi kembali dan melakukan 
kroscek atas informasi peristiwa yang di dapatkan dari wartawan lain. 
Kemudian terkait penulisan berita yang diperoleh dari kantor berita langganan 
atau portal berita online sumbernya ditulis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 
dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa cara yang profesional itu salah satunya 
adalah, tidak melakukan plagiat termasuk menyertakan hasil liputan wartawan 
lain sebagai karya sendiri. 
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b. Menulis Berita 
1) Wartawan di Harian JOGLOSEMAR memahami tentang ketentuan cover 
both sides atau keberimbangan fakta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 
dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia bersikap 
independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad 
buruk. Ketentuan tentang menghasilkan berita yang berimbang juga tertulis 
pada Pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia 
selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas 
praduga tak bersalah. 
2) Wartawan Harian JOGLOSEMAR menghargai hak narasumber yang enggan 
memberikan kesaksiannya, menolak untuk konfirmasi isu atau tidak ingin 
disebutkan identitasnya dalam penulisan berita. Hal tersebut sesuai dengan 
Pasal 7 dalam Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan 
Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak 
bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan 
embargo informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.  
3) Wartawan JOGLOSEMAR menyajikan berita secara obyektif dan tidak 
mendapat intervensi dari pihak manapun. Kalaupun ada intervensi dari 
perusahaan hanyalah campur tangan dalam menentukan space dan halaman 
berita. Harian JOGLOSEMAR berupaya menyajikan berita apa adanya sesuai 
fakta yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 dalam Kode Etik 
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Jurnalistik, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita 
yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.  
c. Penyuntingan Naskah  
1) Wartawan Harian JOGLOSEMAR melindungi identitas perempuan korban 
kejahatan, pencabulan, anak sebagai korban dan pelaku kejahatan 
sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik, 
Wartawan Indonesia tidak menyebarkan dan menyiarkan identitas anak yang 
menjadi pelaku kejahatan. 
2) Wartawan Harian JOGLOSEMAR dalam menyajikan peristiwa konflik tidak 
berusaha mendiskriditkan kelompok tertentu justru sebaliknya mereka 
berusaha mencarikan jalan keluar atas konflik tersebut. Penyandang difabel 
tidak pernah diperlakukan rendah ataupun disudutkan dalam pemberitaan. 
Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 dalam Kode Etik Jurnalistik, 
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 
martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.  
d. Publikasi  
Wartawan dan redaktur di Harian JOGLOSEMAR paham akan pentingnya 
memperbaiki berita yang tidak akurat disertai permintaan maaf kepada narasumber 
serta melayani hak jawab untuk narasumber yang merasa dirugikan. Hal tersebut 
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sesuai dengan Pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia melayani 
hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 
2. Elvy Sylvia Julyanti Nasution (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Oleh Reporter Radio Mora” adalah 
penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus dengan 
pendekatan konstruktivisme mengenai kasus pelanggaran kode etik jurnalistik 
oleh reporter radio Mora. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman 
reporter radio Mora terhadap kode etik jurnalistik, pelanggaran apa yang 
mereka lakukan, mengetahui sistem kerja di radio Mora dan mengetahui 
sistem pengawasan kode etik jurnalistik di radio Mora. Selain itu, Elvy 
menggunakan teori konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckman untuk 
melakukan analisis mendalam. 
Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa reporter radio Mora 
mengatakan kode etik jurnalistik adalah panduan mereka dalam melaksanakan 
kegiatan jurnalistik.  Selain itu mereka juga melanggar kode etik jurnalistik, 
pelanggaran mereka antara lain, reporter radio Mora diperbolehkan menerima 
amplop, reporter melakukan klona (copy paste) berita. Status kepegawaian 
reporter di Mora adalah freelance dengan sistem honorarium dihitung dari 
jumlah berita yang disiarkan setiap hari. Pengawasan terhadap penerapan 
kode etik jurnalistik hanya sebatas pengawasan terhadap penerimaan 
“amplop” dan juga isi berita. 
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Simpulan penelitian ini adalah reporter radio Mora membaca kode 
etik jurnalistik secara sekilas saja, sehingga tidak paham. Amplop yang 
mereka terima adalah ucapan terima kasih narasumber kepada mereka dan 
juga karena hubungan pertemanan antara reporter dan narasumber. Klona 
berita dianggap wajar karena terkadang mereka datang terlambat liputan atau 
karena di saat yang bersamaan ada dua kejadian yang harus diliput. Honor 
reporter dihitung dari jumlah berita yang disiarkan setiap harinya. 
Pengawasan hanya dilakukan kepada reporter yang terindikasi menerima 
amplop dengan cara memaksa. Dalam setiap berita yang disiarkan, reporter 
diwajibkan memasukkan kutipan narasumber. 
Penelitian yang dilakukan Elvy Sylvia Julyanti Nasution secara 
umum meneliti tentang  pemahaman dan pelanggaran kode etik jurnalistik 
reporter radio Mora. Jadi objek penelitiannya adalah reporter. Tak jauh beda 
dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu wartawan. Kasus 
pelanggaran radio Mora adalah penelitian kualitatif  yang menggunakan 
metode studi kasus dengan pendekatan konstruktivisme. Sedangkan penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan komunikatif 
yaitu secara langsung mendapatkan informasi dari informan. Penelitian kasus 
pelanggaran kode etik jurnalistik reporter radio Mora memiliki empat tujuan, 
yakni: (1) Mengetahui pemahaman reporter radio Mora terhadap kode etik 
jurnalistik, (2) Mengetahui pelanggaran apa yang mereka lakukan, (3) 
Mengetahui sistem kerja di radio Mora dan (4) Mengetahui sistem 
14 
 
 
 
pengawasan kode etik jurnalistik di radio Mora. Sedangkan peneliti memiliki 
dua tujuan, yakni: (1) Untuk mengetahui pola penerapan kode etik jurnalistik 
di Aliansi Jurnalis Independen Makassar dilaksanakan. (2) Untuk mengetahui 
hambatan yang di hadapi wartawan yang tergabung dalam AJI Makassar 
dalam meningkatkan profesionalisme dan kode etik jurnalistik. 
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian: 
a. Untuk mengetahui pola penerapan kode etik jurnalis di AJI  Makassar. 
b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi jurnalis yang tergabung dalam 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dalam meningkatkan 
profesionalisme dan kode etik jurnalistik. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan 
mahasiswa jurnalistik dan khususnya institusi jurnalistik 
2) Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi mahasiswa yang 
ingin melakukan penelitian. 
b. Manfaat Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi AJI cabang Makassar 
dalam mencapai profesionalisme kerja para wartawan. 
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2) Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana 
Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Menghidupkan Etika Dalam Diri Seorang Wartawan 
Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu  ethos yang 
dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa; 
padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak; perasaaan, sikap, 
cara berpikir.
9
 Selain itu pengertian etika sebagaimana dikutip oleh Alex Sobur, 
antara lain sebagai berikut: 
1. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia, yaitu ditimbang menurut baik 
dan buruknya. 
2. Etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. 
3. Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk 
dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat 
diketahuioleh akal pikiran. 
4. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup yang bai, menjadi orang baik, 
berbuat baik, yang menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup.  
Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,  nilai-
nilai mengenai benar-salah yang di anut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika: 
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 Tike Arifuddin, etika pers dan perundang undangan media massa. (Makassar, Alauddin 
University press) Hal 21 
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ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 
(Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1995;271) 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang menyebut kata 
“etika” atau “etis” yang biasanya dikaitkan dengan semacam standar perilaku yang 
mesti dimiliki seseorang artinya Etika tidak pernah lepas dari diri seseorang, sebab 
tingkah laku seseoarang tergantung bagaimana etikanya berjalan di muka bumi ini. 
Begitupun dengan seorang jurnalis, seorang jurnalis mempunyai etika, Dewan pers 
telah mensahkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) itu sebagai pedomana atau sebagai etika 
yang harus di terapkan wartawan Indonesia. Apabila di langgar maka akan di berikan 
sanksi oleh media atau lembaga yang menaungi para wartawan. 
Berbeda dengan organisasi para wartawan seperti PWI, AJI, IJTI dan lain 
sebagainya. Mereka mempunyai etika pers tersendiri, para wartawan yang tergabung 
dalam organisasi kewartawanan di bekali oleh etika pers. Melanggar maka mereka di 
berikan sanksi oleh media dan organisasi yang menaungi mereka. Para jurnalis atau 
wartawan harusnya sadar bahwa etika adalah pondasi dasar pekerjaan seorang 
jurnalis.  
 Andi Fadli seorang dosen jurnalistik di UIN Alauddin Makassar juga pernah 
menjadi ketua Aliansi Jurnalis Independen mengatakan “Etika Jurnalis sangat dan 
sangat penting untuk diketahui. Kalau boleh penulis katakan, dan seringkali juga 
persiapan akademis yang intensif dan etika adalah pondasi dasar pekerjaan kita. 
Karena karakter, sifat dan mental seorang jurnalis sangat mencerminkan dan 
menentukan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak mudah mengubah 
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prilaku seorang jurnalis yang bermental „preman‟ ataupun bermental amplop. Butuh 
waktu yang lama, dan bisa jadi hanya menjadi impian para jurnalis idealis dan 
profesional.
10
 
Kalau bukan jurnalis sendiri yang berusaha untuk merubah dirinya  untuk 
menjadi jurnalis yang profesional. Tidak mungkin, politisi, pejabat ataupun tukang 
becak yang harus datang untuk merubahnya. Bisa jadi para  jurnalis itu pintar, tapi 
tidak beretika. Kepintaran seseorang bisa diubah dalam waktu setahun, tapi etika 
yang bersumber dari sifat dasar, butuh waktu yang sangat lama.  
Menjadi seorang jurnalis bukan hanya bisa menulis, memegang kamera dan 
jago menghadapi narasumber. Itu semua tidak cukup untuk menjadi seorang jurnalis 
profesional, seorang jurnalis profesional harus dibekali dengan etika, apabila etika 
seorang jurnalis ciut atau bermental kerupuk maka jurnalis itu tidak menjadi jurnalis 
profesional tetapi menjadi jurnalis amplop. 
Allah SWT telah menceritakan tentang tanggungjawab seorang mukmin 
terhadap apa yang dia kerjakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-
Taubah/9: 105 yaitu: 
  َنُىنِمۡؤُمۡلٱَو ۥُُهلىُسَرَو ۡمُكَلَمَع ُ هللَّٱ يََريَسَف ْاُىلَمۡعٱ ُِلقَو  َنُىلَمۡعَت ُۡمتنُك بَِمب مُُكئِّبَُنَيف ِةَد َٰه هشلٱَو ِبۡيَغۡلٱ ِِمل َٰع ًٰ َِلإ َنو ُّدَُرتَسَو
٥٠١  
Terjemahnya: Dan katakanlah: ”Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
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 Fadlitrans.blogspot.com 
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yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan”.11 
 
 Melalui ayat di atas Allah Swt memerintahkan kepada setiap manusia agar 
selalu bekerja dengan baik, menaati aturan yang telah disepakati. Seperti halnya 
seorang jurnalis mereka harus bisa bekerja dengan baik mengikuti etika jurnalis atau 
kode etik jurnalistik yang telah disepakati oleh Dewan Pers atau kode etik yang telah 
disepakati oleh organisasi wartawan seperti AJI. 
Jurnalis yang tidak dibekali dengan etika jurnalis saat mendaftar sebagai 
jurnalis, maka  jurnalis seperti inilah yang akan menjadi cikal bakal jurnalis 
amplopan. tidak belajar tentang etika pers sebelum memasuki dunia pers. Mereka 
hanya berfikir bahwa menjadi seorang wartawan bebas di jalan, bebas di dalam 
kantor pejabat, dan bebas  dimana-mana. Tidak seharusnya seorang jurnalis seperti ini 
di terima di dalam media, tapi media juga tidak mempertanyakan etika saat para 
wartawan seperti ini mendaftar. 
Media menerima calon wartawan yang penting bisa menulis, tahan dijalan 
serta tidak suka mengeluh dalam bekerja, tidak mempertanyakan etika. Namun, 
Etikalah yang menentukan arah tujuan seorang jurnalis, etika juga sebagai pondasi 
seorang jurnalis. Jurnalis juga harusnya sadar bahwa pekerjaan sebagai wartawan   
berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta : Penerbit Wali, 2010 
hal. 203 
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pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna 
memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam 
mewujudkan kemerdekaan per situ, wartawan Indonesia juga menyadari adanya 
kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-
norma agama. 
 Selanjutnya dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban 
dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut 
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat”.12, 
Perkembangan berikutnya terkait dengan revisi dan perbaikan isi kode etik 
jurnalistik terjadi pada tanggal 6 Agustus 1999. Ketika itu ada pertemuan dibandung 
yang berhasil mencetuskan 7 (tujuh) butir kode etik wartawan Indonesia yang 
dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan Indonesia. Dengan tujuan memajukan 
jurnalisme Indonesia diera kebebasan pers. Lebih jelasnya menurut Ermanto (2005), 
tujuh butir kode etik wartawan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 
inforrnasi yang benar. 
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan 
Menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 
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 Tike Arifuddin, etika pers dan perundang undangan media massa, (Makassar, Alauddin 
University press). Hal 31. 
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3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak 
mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran 
informasi serta tidak melakukan plagiat. 
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, 
sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 
5. Wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap dan tidak menyalahgunakan 
profesi kewartawanannya. 
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, 
informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam 
pemberitaan serta melayani hak jawab.
13
 
B. Kode Etik Jurnalistik dan etika pers AJI 
Menurut Hamzah Ya'qub etika adalah sebuah.studi tentang fomiasi nilai-nilai 
moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Insan jurnalis mengungkapkan bahwa pers 
berfiungsi sebagai alat menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial 
konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan 
pastisipasi masyarakat. Untuk menjamin akurasi dan objektivitas dari setiap fakta 
yang disajikan memerlukan buku panduan etika (Ethic Hand book) sebagai jalan 
mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. Artinya, seorang jurnalis pada 
                                                             
13 Daulay Hamdan, kobe etik  jurnalistik dan kebebasan  pers  di indonesia  ditinjau  
dari perspekstif   islam (Jurnal Penelitian Agama, VOL XVII, NO. 2 Mei-AGUSTUS 2008) 
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khususnya wartawan tidak bisa lepas dari tanggung jawab etika dan moral. Wartawan 
wajib menjalin hubungan baik dengan narasumber atau sumber berita.
14
 
Pers harus menghindari berpretensi untuk menjadi hakim. Wartawan 
profesional harus mampu membedakan fungsi mengkritik dan fungsi menghakimi. 
Tugas pers adalah menyampaikan informasi dan mengkritik secara proporsional dan 
etis. Wartawan tidak seharusnya mengambil alih fungsi penegak hukum. Tetaplah 
menempatkan diri sebagai pengkritik dan pengontrol penyelenggaraan kekuasaan 
yang mampu bersikap etis dan profesional.
15
 
Kemerdekaan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat 
sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, dan karena itu wajib dihormati 
oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri Negara hukum yang 
dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan UUD 1945. Sudah baranag tentu 
kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa 
pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan Negara.
16
  
 Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral 
dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik 
                                                             
14 Daulay Hamdan, kode etik  jurnalistik dan kebebasan  pers  di indonesia  ditinjau  
dari perspekstif   islam (Jurnal Penelitian Agama, VOL XVII, NO. 2 Mei-AGUSTUS 2008) 
15 Agus sudibyo. 34 prinsip etis jurnalisme lingkungan, (Jakarta:KPG (Kepustakaan 
Populer Gramedia), 2014) Hal. 69. 
16 Gundar Banjarnahor, WARTAWAN FREELANCE panduan menulis artikel untuk media 
dan elektronik,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal 226. 
23 
 
 
 
dan menegakkan integritas serta profesional. Atas dasar itu, wartawan Indonesia 
menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik yaitu:
17
 
Pasal 1 
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 
berimbang, dan tidak beritikad buruk. 
Penafsiran: 
1. Independen 
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta yang sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari 
pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 
2. Menghasilkan berita yang akurat 
Akurat berarti dipercaya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa 
terjadi. 
3. Berimbang  
Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 
4. Tidak beritikad buruk 
Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-
mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 
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 Agus sudibyo. 34 prinsip etis jurnalisme lingkungan, (Jakarta:KPG (Kepustakaan 
Populer Gramedia), 2014)  Hal. 174 
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Pasal 2 
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 
melaksanakan tugas jurnalistik 
Penafsiran: 
Cara-cara yang profesional adalah: 
1. Menunjukan identitas diri kepada narasumber. 
2. Menghormati hak privasi. 
3. Tidak menyuap. 
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya: pengambilan dan 
pemuatan dan penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan 
tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. 
5. Menghormati pengalaman taraumatik narasumber dalam penyajian gambar, 
foto dan suara. 
6. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain 
sebagai karya sendiri. 
7. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 
investigasi bagi kepentingan publik. 
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Pasal 3 
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 
menerapkan asas praduga tak bersalah 
 
Penafsiran: 
1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran 
informasi itu. 
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-
masing pihak secara proporsional. 
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda 
dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan 
atas fakta. 
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 
Pasal 4 
tidak membuat berita bohong, fitnah, Wartawan Indonesia sadis, dan cabul 
Penafsiran: 
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan 
sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi 
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat 
buruk 
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 
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4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, 
suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu 
birahi. 
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan 
waktu pengambilan gambar dan suara. 
Pasal 5 
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 
kejahatan susila dan tidak memenyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 
kejahatan 
Penafsiran: 
1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang 
yang memudahkan orang lain untuk melacak. 
2. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum 
menikah. 
Pasal 6 
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap 
Penafsiran: 
1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum 
informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari 
pihak lain yang mempengaruhi independensi. 
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Pasal 7 
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang 
tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai 
ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan 
kesepakatan. 
Penafsiran: 
1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan 
narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan 
permintaan narasumber. 
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber 
yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 
4. Off  the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak 
boleh disiarkan atau diberitakan. 
Pasal 8 
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasrkan 
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan 
martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 
Penafsiran: 
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum 
mengetahui secara jelas., 
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2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 
Pasal 9 
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang  kehidupan 
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 
 
Penafsiran: 
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati 
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya 
selain yang terkait dengan kepentingan publik. 
Pasal 10 
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang 
keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, 
pendengar, dan atau pemirsa 
Penafsiran: 
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada 
maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi 
pokok. 
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Pasal 11 
Waratawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional 
Penafsiran: 
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaaan berupa fakta yang  
2. merugikan nama baiknya. 
3. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi 
yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 
4. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 
Kemudian di dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa 
kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi 
Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas 
informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut : 
1. Praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran 
Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar. 
2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat 
yang jelas sumbernya. 
3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini. 
4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 
30 
 
 
 
5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan 
kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. 
6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan 
dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar. 
7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang 
menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita. 
8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan. 
9. Jurnalis menolak segala bentuk suap. 
10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh 
berita, gambar, dan dokumen. 
11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau 
tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. 
12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional. 
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk 
mencari keuntungan pribadi. 
14. Jurnalis tidak menjiplak. 
15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya. 
16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, 
dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, 
agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang 
sosial lainnya. 
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17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar 
belakang, off the record, dan embargo.  
18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban 
kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur. 
19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.   
20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar 
kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual. 
21. Jurnalis menjunjung tinggi asas nama dan pembunuhan karakter. 
Di samping seorang jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik, jurnalis juga 
harus bisa mengerti atau memahami tentang hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi 
manusia sendiri diproklamirkan pada tanggal 10 september 1948. Setelah kejadian 
yang bersejarah ini Majelis Umum berseru kepada semua Negara-negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengumumkan teks pernyataan tersebut dan 
berusaha untuk menyebarkannya, dibaca dan diterangkan di sekolah-sekolah dan 
badan pendidikan yang lain, dengan tidak mengadakan perbedaan yang berdasarkan 
status politik dari Negara-negara atau daerah-daerah kekuasaan.
18
  
Dari semua itu kebebasan pers sering disalahgunakan. Banyak kalangan media 
dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar 
berbau pornografi maupun pornoaksi. Misalnya: gambar salah satu artis yang menjadi 
cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum 
                                                             
18 Gundar Banjarnahor, Wartawan freelance, panduan menulis artikel untuk media dan 
elektronik,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal 238 
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wanita atau laki-laki, cerita-cerita yang mengandung gairah seksualitas, media juga 
sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. 
Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan tayangan kriminalitas 
dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya dari pada solusi yang diberikan 
sehingga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers. Ironisnya, 
semua itu dilakukan hanya sekedar menarik minat pembaca (komersial semata), tanpa 
dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan terutama nilai-nilai Islam.
19
  
 
 
  
                                                             
19 Hamdan Daulay. Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia ditinjau dari 
perspekstif islam.( Jurnal Penelitian Agama, vol. Xvii, no. 2 mb-agustus 2008) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian merupakan proses penyelidikan secara hati-hati sistematis dalam 
mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang cermat guna menetapkan 
suatu keputusan tepat.
20
 Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah 
kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah riset yang menjelaskan makna, 
mendeskripsikan makna dari fenomena yang muncul.
21
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti ialah deskriptif kualitatif, yang 
bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, 
dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dan menjadi objek 
penelitian, serta berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, 
karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 
fenomena tertentu.
22
 Sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti adalah AJI 
Makassar. 
B. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi 
dan pendekatan studi. Berdasarkan orientasi permasalahan dan sumber data yang 
akan diteliti, maka penelitian ini bersifat lapangan dengan menggunakan pendekatan 
                                                             
20
 Rahmat Kriyantono, Riset Komunikasi ( Jakarta: kencana, 2006) hal. 2 
21
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ( Jakarta: kencana, 2007) hal.149 
22 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ( Jakarta: kencana, 2007) hal 68 
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studi atau keilmuan dengan metode pendekatan komunikasi, digunakan kepada pihak-
pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan 
terkait penelitian yang akan digunakan. 
C. Informan 
Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang segala yang 
terkait dengan penelitan ini. Informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagian wartawan yang tergabung dalam keanggotaan Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Makassar. Adapun anggota AJI yang akan sebagai informan penelitian dan 
dianggap relevan dengan judul penelitian ini adalah: 
1. Informan Kunci:  
a. Muliadi Mau, Dewan Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. 
b. Gunawan Mashar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. 
 
2. Informan Ahli:  
a. Muliadi Mau, Dewan Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. 
b. Maman Suherman, Notulen Indonesia lawak club (ILK). 
3. Informan Pendukkung: 
a. Nurdin Amir, Koordinator serikat pekerja. 
b. Abdul Chalid Bibbipariwa, koordinator organisasi dan pengembangan 
organisasi. 
c. Andi Fadli, Mantan ketua AJI. 
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d. Rahmat Hardiansyah, Wakil Koordinator koordinator organisasi dan 
pengembangan organisasi. 
D. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat objek yang 
diteliti secara langsung 
b. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau data tambahan yang 
berkaitan dengan pnelitian yang dilakukan, berupa sumber referensi dari buku-
buku maupun internet. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Field Research, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode sebagai berikut: 
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a. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
23
  
Metode wawancara mendalam adalah sama seperti metode 
wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan wawancara, peran 
informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan 
wawancara pada umumnya. 
b. Pengamatan (observasi) 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 
dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain 
pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena 
observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 
panca indra lainnya. 
2. Library Research (Riset Kepustakaan) 
Library research yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh 
melalui studi kepustakan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-
dokumen perusahaan maupun literatur-literatur  yang terkait dengan penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 
dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 
                                                             
23
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 108 
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sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen penelitian yang digunakan 
peneliti untuk mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan objek yang akan 
detiliti adalah pedoman wawancara (interview guided) kemudian didukung dengan 
alat untuk merekam hasil wawancara (tape recorder) dan dokumen. 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengkoordinasikan data-data, memilihnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, 
mengintensifkannya, mencari dan memutuskan pola, menemukan apa yang penting 
dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan orang lain.
24
 
Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi, baik yang 
diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis 
data menurut S. Nasution ialah sebagai berikut: 
1. Analisis sebelum di lapangan 
Penelitian kualitatif telah melakukan data sebelum kita melakukan 
penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum kita terjun untuk 
mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukanterhadap data hasil dari studi 
pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus 
penelitian. Namun demikan fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan 
akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 
 
                                                             
24
 Hadi Sutrisno, Metodologi Research ( Yogyakarta: Psikologi UGM), HAL. 248 
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2. Analisis selama di lapangan 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 
jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 
terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 
sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel.  
Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi 
data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. 
a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, serta di vari tema dan polanya. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 
mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, 
seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. 
b. Display data berarti setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Adanya penyajian data akan mempermudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
yang telah dipahami tersebut. 
c. Kesimpulan dan verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian 
kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 
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akan mengalami perubahan apabila tidak diteukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap penugmpulan berikutnya. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis berkumpul di Sirnagalih, 
Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi 
Sirnagalih, serta mengumumkan berdirinya AJI. 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas 
pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah 
pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena 
pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah 
yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara 
merata di sejumlah kota. 
Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 
orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 
Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti 
deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang 
pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan 
berdirinya AJI. 
Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. 
Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh 
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dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem 
manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja 
organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi 
organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 
jurnalis. 
Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, 
organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen 
(FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya 
Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga 
menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara 
Independen. 
Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu 
Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke 
penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama tiga 
tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, 
yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996. 
Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang 
geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia 
juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak 
memperkerjakan mereka di medianya. 
Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI 
berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang 
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otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro 
demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers 
dan berekspresi. 
Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca 
negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX 
dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi 
internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak 
organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung 
aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia. 
AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis 
terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, 
pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan 
dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), 
The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The 
Global Network of Editors and Media Executive (Zurich). 
Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah 
penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. 
Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan 
media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan 
pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu. 
Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol 
adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah 
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reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan 
terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 
74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: 
sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003). 
Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan 
terhadap wartawan senior RCTI Ersa Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry 
Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya 
Fery berhasil dibebaskan. Namun, Ersa Siregar meninggal dalam kontak senjata 
antara TNI dan penyanderanya, Gerakan Aceh Merdeka. 
Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap 
media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan pidana maupun perdata 
adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan 
Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi. 
Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain 
sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga 
untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah 
pengamat dan analisis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa 
agama tersebut. Hingga kini, program  tersebut masih berjalan. 
a. Agenda AJI  
  AJI tak bisa lagi sekadar mengandalkan idealisme dan semangat para 
aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi setelah rejim Orde 
Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era 
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keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati 
kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, 
yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-
Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang 
menghalangi kebebasan pers.  
AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat 
keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, 
atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun 
bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, 
tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.   
Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat 
para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, 
organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah 
anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang 
dihadapi semakin berat dan kompleks.  
Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan 
hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI 
memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan 
segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.  
Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih 
memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua 
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komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang 
obyektif.  
Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers 
yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang 
profesional, patuh kepada etika dan jangan lupa mendapatkan kesejahteraan 
yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme plus kepatuhan 
pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh 
kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang 
memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada 
etika dan bersikap independen.  
Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen 
tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan 
penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara 
lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil 
pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-
hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan 
bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh 
perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok 
masyarakat.  
Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 
2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, 
AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) 
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mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam 
hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi international tempat AJI 
berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainya; serta (2) mengangkat dan 
memberhentikan anggota.  
Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap 
tiga tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Koordinator 
Wilayah dan Biro-biro khusus. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, 
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh beberapa koordinator 
divisi beserta anggotanya, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf 
pendukung.  
Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis 
Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi 
saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah 
pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun 
anggota.  
Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian 
AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa 
koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang 
dilangsungkan setiap dua tahun sekali.  
AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela 
berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia 
47 
 
 
 
menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. 
Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonsia, AJI kota atau 
AJI perwakilan luar negeri. 
2. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar 
Setelah Deklarasi pendirian AJI di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994, 
AJI melakukan kongres pertama pada tahun 1996 di Cimanggis. Untuk 
membentuk kepengurusan di seluruh Indonesia, AJI mengundang beberapa 
perwakilan dari daerah. Di Makassar, AJI mengundang Wahyuddin Jalil, 
mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang dikenal sebagai aktivis 
pers kampus. 
Sekembalinya dari kongres, Wahyuddin pun  mendapatkan mandat yang 
tertuang dalam surat keputusan sebagai koordinator AJI Indonesia Timur. Dengan 
membawa semangat AJI yang mendukung kebebasan pers, maka Wahyuddin 
yang merupakan penggiat penerbitan Kampus (PK) Identitas Unhas. Bersama 
sejumlah aktivis kampus membentuk unit kegiatan pers mahasiswa dimana 
produk pers itu adalah catatan kaki dan tabloid aliansi yang diterbitkan dengan 
cara di photo copy. 
Menyuarakan semangat kebebasan pers, para mahasiswa  memanfaatkan 
tabloid aliansi untuk menulis pemikiran mereka. Termasuk sejumlah berita, 
karena masih dalam era pemerintahan presiden Soeharto (Pra Reformasi), tabloid 
aliansi ini menjadi gerakan bawah tanah, karena disebar secara sembunyi-
48 
 
 
 
sembunyi. Mahasiswa yang terlibat dalam gerakan bawah tanah ini antara lain 
Akbar Endra, Ano Suparno, Anwar, dan Muannas. 
Kenapa semangat AJI lebih banyak dijalankan oleh pers kampus? 
Karena pada waktu itu, menurut Wahyuddin Jalil, pekerja pers khususnya yang 
ada di fajar grup sebagai salah satu media besar di Makassar, masih banyak yang 
memandang sinis terhadap gerakan AJI. “kemungkinan karena fajar saat itu 
dikuasai oleh PWI,” kata Wahyuddin. Karena berhasil menyelesaikan kuliah di 
fakultas hukum, Wahyuddin pun hijrah ke Jakarta. Sehingga selama dua tahun 
memegang mandat, AJI Makassar secara kelembagaan belum terbentuk dengan 
resmi. Begitupula dengan anggotanya tidak ada yang tercatat secara resmi. Sebab 
pada saat itu masih jaman orde baru jadi orang agak takut bertindak. 
Pada tahun 1998 Wahyuddin mendengar jika ketua AJI Indonesia yang 
di jabat Santoso sering melakukan komunikasi dengan wartawan fajar 
sukriansyah S Latif. Hubungan mereka sangat intens karena sama-sama 
mengerjakan proyek ISAI, “akhirnya Sukriansyah yang mewujudkan berdirinya 
AJI Makassar pada awal tahun 1998,” kata Wahyuddin, 
Sukriansyah S Latif sebagai ketua AJI Makassaar pertama mengatakan, 
keinginan sebagai jurnalis Makassar mendirikan AJI kota karena saat itu PWI 
sebagai satu-satunya organisasi wartawan tidak bisa berbuat banyak terhadap 
pembredelan dan tekanan terhadap wartawan dan media, sebab PWI sangat dekat 
dengan pemerintah. 
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Setelah terbentuk AJI Makassar bukan berarti AJI Makassar bisa 
bergerak dengan leluasa. Tapi setelah pemerintahan Soeharto tumbang, AJI 
Makassar akhirnya berani muncul dan menyuarakan kebebasan pers, mengangkat 
harkat dan martabat wartawan, dan terakhir kesejahteraan wartawan, perjuangan 
ini tidak pernah selesai dan harus terus diperjuangkan. 
AJI Makassar sudah menggelar konfrensi kota selama delapan kali, itu 
berarti organisasi ini juga sudah melakukan alih generasi selama delapan kali 
juga. Kepengurusan AJI Makassar yang pertama dipimpin Sukriansyah S Latif 
jurnalis senior harian Fajar Makassar. Setelah Sukriansyah kepengurusan AJI 
berikutnya dilanjutkan jurnalis kompas Nasru Alam Aziz. Alam lalu 
menyerahkan stafet kepengurusan kepada Abdul Haerah jurnalis detik.com. 
periode berikutnya AJI dipimpin Muannas jurnalis Tempo lalu digantikan Syarif 
Amir jurnalis Tribun Timur. Setelah Syarif kepengurusan AJI berikutnya di ambil 
alih Andi Fadli, jurnalis Trans TV. Fadli kemudian digantikan Mardiana Rusli  
jurnalis ANTV. Mardiana merupakan jurnalis perempuan pertama yang pernah 
memimpin AJI Makassar. Setelah Mardiana kepengurusan AJI dilanjutkan 
Gunawan Mahsyar. 
AJI Makassar juga mengalami diaspora kecil-kecilan. Sejumlah jurnalis 
terpaksa mengundurkan diri dari keanggotaan AJI karena mendapat Tugas di 
tempat lain. Mereka yang mengundurkan diri antara lain dua mantan Ketua AJI, 
Syarif Amir dan Mardiana Rusli. Angota lain yang mengundurkan diri adalah 
Rahma Saiyed, Syarif mundur karena terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan 
50 
 
 
 
Umum (KPU) kota Makassar. Begitu juga Mardiana dan Rahma menjadi 
komisioner KPU Kota Makassar. 
Selain di KPU, beberapa anggota AJI Makassar juga aktif di lembaga 
lain. Mereka antara lain Fauziah Erwin dan Andri Mardian. Keduanya menjadi 
komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan. Berbeda 
denngan Komisioner KPU, mereka yang  menjadi Komisioner KPI tidak perlu 
mundur karena ruang lingkup tugasnya masih berkaitan dengan dunia jurnalistik. 
Dibawah ini beberapa perjuangan Aliansi Jurnalis Independen 
memperjuangkan kebebasan pers yaitu; 
a. Lawan Kapolda Tolak Kriminalisasi Pers 
salah satu peristiwa penting dalam perjalanan AJI Makassar adalah 
melawan Kapolda Sulselbar, Irjen (pol) Sisno Adiwinoto yang melakukan 
kriminalisasi pers terhadap jurnalis Upi Asmaradana, 2009. Kasus ini bermula 
dari perbedaan pendapat soal penggunaan Undang-Undang Pers dalama kasus 
sengketa pemberitaan pers. Jenderal sisno berpendapat masyarakat yang merasa 
dirugikan berita pers bisa langsug mengadukan wartawan ke polisi untuk dikenai 
pasal pidana (KUHP). Atas pendapat itu, Upi menganggapnya sebagai anjuran 
bahkan ancaman terhadap kebebasan pers yang sudah di atur dan dilindungi UU 
Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Lalu Upi dan komunitas pers yang merasa 
trancam pun kemudian mengadukan mantan Kapolda Sulselbar ke Mabes Polri, 
Dewan Pers dan Kompolnas di Jakarta. 
51 
 
 
 
Surat pengaduan ke lembaga-lembaga itulah yang kemudian dijadiakan 
dasar bagi jenderal Sisno Adiwinoto mengadukan Upi Asmaradana, baik secara 
pidana maupun perdata. Sejak kasus pencemaran nama baik terhadap Jenderal 
Sisno bergulir ke pengadilan, AJI bersama komunitas pers meberikan komitmen 
untuk menjalani proses persidangan Upi sebagai proses pembelajaran pihak pers 
dan pihak kepolisian. Langkah ini ditempu AJI bukannya tanpa resiko. Sebagai 
organisasi yang gigih menentang penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik 
dan pasal penghinaan dalam kasus sengketa pemberitaan pers, AJI ingin 
menunjukan komitmennya bahwa semua warga Negara berkedudukan sama di 
depan hukum. 
Pengadilan harus membuktikan apakah benar Upi Asmarahdhana dalam 
kapasitasnya sebagai jurnalis atau warga Negara melakukan pencemaran nama 
baik, memfitnah, dan menghina (mantan) kapolda Sulselbar? Proses pengadilan 
juga harus membuktikan apakah tindakan Upi mengadukan “ucapan bernada 
ancaman” Sisno ke atasannya (Mabes polri). 
Jawabannya sebagaimana putusan majelis hakim yang di ketuai Prlas 
Nababan yang beranggotakan Kemal Tampubolon dan Mustari yakni: “mevonis 
bebas Upi Asmaradhana dalam kasus dugaan pencemaran nama bai, yang 
diadukan mantan Kapolda Sulselbar, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto.” 
Menurut Parlas, Upi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
penghinaan, pencemaran nama baik dan memfitnah terhadap Irjen Sisno 
Adiwinoto. Sesuai pasal 310, 317, dan 207 KUHP. Sehingga Upi harus 
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dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa penuntut umum, yang sebelumnya 
menuntut dengan hukuman satu tahun penjara. 
Pers Dalam mengawal dan mengadvokasi kasus ini, kawan-kawan AJI 
Makassar bersama komunitas pro kebebasan pers dan berekspresi kerap turun ke 
jalan menyuarakan aspirasi mereka. Begitu juga ketika Upi menjalani siding di 
pengadilan, teman-teman jurnalis hadir di pengadilan memberi dukungan dan 
semangat. 
b. Relawan Tsunami Aceh 
Selain di bidang jurnalistik, AJI Makassar juga cukup peduli terhadap 
isu-isu kemanusian. Saat terjadi gempa tsunami di Aceh 2004 silam, sejumlah 
relawan AJI Makassar juga terlibat dalam penanganan korban bencana. Ketua AJI 
Makassar periode 2004-2005, Muannas mengungkapkan relawan AJI bergabung 
dengan relawan Celebes diberangkatkan langsung dari Makassar ke Aceh. 
Tugasnya ikut serta membantu meringankan beban penderitaan korban dan 
keluarga korban tsunami Aceh. 
Selain menyerahkan bantuan ala kadarnya, relawan AJI juga berhasil 
membawa pulang ke kampung halamannya lima mahawiswa ala Aceh. Mereka 
adalah Tarmiji, Salahuddin, Muzakkir, Erwin Fitra. Muannas mengatakan 
pengiriman relawan ke Aceh ini menunjukan bahwa jurnalis tidak hanya peka 
dengan komunitasnya sendiri, tetapi juga sensitif dengan persoalan-persoalan 
sosial kemasyarakatan 
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c. Pelaksana Debat Cagub 
AJI Makassar juga cukup piawai dalam mengorganisasi kegiatan politik 
penting. Salah satunya pelaksanaan debat pasanga calon gubernur Sulsel, 2007 
lalu. Kontestan pilgub saat itu adalah pasangan AMin Syam-Mansyur Ramli, 
pasangan Abdul Aziz Qahar Mudzakkar-Mubyl Handaling, dan pasangan Syahrul 
Yasin Limpo-Agus Arifin Nu‟mang. 
Ketua AJI Makassar periode 2009-2010, Andi Fadli menceritakan 
pelaksanaan debat ini berawal dari ajakan KPU Sulawesi Selatan yang 
menawarkan AJI mengelola pelaksaan debat calon Gubernur. Pertimbangannya 
AJI di anggap netral dan tidak berpihak pada salah satu kandidat. Jadilah debat 
pertama pilgub di Sulsel yang digelar di panakukang Mas Country Club (PMCC) 
itu diselengarakan AJI Makassar, dengan ketua panitia Gunawan Mashar. 
AJI yang mengatur teknis acara termasuk pembicara, panelis, dan 
moderator yang dilibatkan dalam debat tersebut. Hasilnya memuaskan debat 
berlangsung aman dan lancar. AJI pun mendapatkan penghargaaan dan apresiasi 
dari KPU dan masyarakat umum. 
3. Program AJI Selama ini 
Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu 
utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program kerja selama ini juga 
diintegrasikan dengan isu gender dan perempuan. Karena itulah, AJI secara rutin 
melaksanakan sejumlah kegiatan kampanye, advokasi, training, workshop, 
diskusi, seminar, penelitian, beasiswa, penerbitan buku, dll. 
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a. Pertama, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. 
Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan 
pekerjaan rumah utama AJI hingga kini. Ancaman bagi kebebasan pers itu 
ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, 
terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan 
terhadap jurnalis masih relatif tinggi, meski statistik jumlah kasus yang 
dimiliki AJI cukup fluktuatif. 
Persoalan impunitas masih mendera berbagai kasus pembunuhan 
jurnalis. Seperti kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin wartawan 
Harian Bernas Yogyakarta, 1996. AJI memberikan perhatian serius atas 
perkembangan tiap tahun kasus ini. Untuk menghargai dedikasinya kepada 
profesi, AJI menggunakan nama Udin Award sebagai penghargaan yang 
diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban saat menjalankan 
tugas jurnalistiknya. 
b. Kedua, meningkatkan profesionalisme. 
Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk 
membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis 
semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu 
tiang penyangga demokrasi. Salah satu program penting AJI yang 
berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak 
amplop atau pemberian dari narasumber. AJI juga telah menggelar Uji 
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Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, dan 
akan terus bergulir di berbagai AJI Kota. 
c. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan jurnalis. 
Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat 
ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai 
sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk 
memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi 
jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat 
pekerja di masing-masing media. 
4. Visi Misi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Dalam menjalankan roda organisasi, AJI memiliki visi dan misi yang 
terus diperjuangkan tanpa henti. Visi AJI adalah mewujudkan masyarakat 
demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menghargai 
informasi, dan memperjuangkan kehidupan tanpa penindasan dan keadilan.  
Sedangkan misi AJI adalah memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, 
hak atas informasi, kebebasan berkumpul dan berserikat, disertai mewujudkan 
pers yang bebas dan profesional. AJI juga memperjuangkan harkat, martabat dan 
kesejahteraan pekerja pers serta mendorong terwujudnya manajemen pers yang 
demokratis. 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, AJI menggalang solidartias 
sesama jurnalis dan pekerja pers, serta membangun serikat pekerja pers. AJI 
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berusaha meningkatkan kemampuan profesional jurnalis lewat seminar, 
workshop, kursus dan pelatihan, serta upaya-upaya yang lain. 
5. Pola Penerapan Kode Etik Jurnalistik Anggota AJI Makassar 
AJI lahir dari tiga prinsip yaitu profesionalisme, etika dan independensi. 
Kemudian yang paling utama di dalam AJI yaitu kode etik, sebab kode etik yang 
menunjang pekerjaan seorang jurnalis. Khusus di anggota AJI wajib menaati kode 
etik yang telah di rumuskan oleh AJI, kode etik di AJI itu ada 21 butir yang harus 
di taaati oleh semua anggota AJI. Adapun pola penerapan kode etik jurnalistik 
oleh anggota AJI Makassar dilapangan yaitu: 
a. Muliadi Mau, Dewan etik AJI Makassar 
Muliadi Mau adalah seorang akademisi yang diangkat oleh AJI 
Makassar untuk menjadi salah satu dari ketiga dewan etik AJI Makassar. 
Muliadi Mau adalah dosen UNHAS dan dosen UIN Alauddin dijurusan 
komunikasi, pengetahuannya dibidang komunikasi sudah tidak diragukan, dan 
memang layak untuk menjadi salah satu dewan etik AJI. 
Muliadi Mau saat ditemui di UNHAS dia memberikan pendapat 
tentang profesionalisme, etika dan independensi. 
1) Profesionalisme 
Pendapat Muliadi Mau tentang profesionalisme yaitu: 
“Kalau di jurnalisme, salah satu indikator seorang wartawan dikatakan 
profesional atau tidak, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan 
dibidangnya, itu salah satu indikator seorang wartawan dikatakan 
profesional, apabila tidak mempunyai latar belakang pendidikan jurnalis 
57 
 
 
 
dan tidak mempunyai sama sekali pengetahuan tentang jurnalis maka itu 
bukan dikatakan profesional.”25 
 
Ketika seorang wartawan tidak mempunyai latar belakang 
pendidikan jurnalis maka bukan dikatakan profesional, penjelasan lebih 
lanjut dia mengatakan, profesi seorang wartawan sama halnya dengan 
pengacara dan kedokterana. Apabila seorang pengacara bukan dari jurusan 
ilmu hukum maka tidak bisa menjadi seorang pengacara. 
Dokter dikatakan profesional apabila dia dari alumni kedokteran, 
begitu pula dengan penasehat hukum. Penasehat hukum adalah 
profesional sebab dia dari sarjana hukum. 
“Pertanyaan yang muncul sekarang, untuk menjadi wartawan apakah 
harus dari jurusan jurnalistik atau tidak. Nah kalau tidak berarti 
seorang wartawan tidak profesional. jadi tidak bisa dikategorikan 
bahwa pekerjaan seorang wartawan itu profesional seperti dokter dan 
pengacara.”26 
 
2) Etika 
Pendapat Muliadi Mau tentang etika yaitu: 
“Sesuatu yang bicara tentang aturan yang dibuat oleh organisasi yang 
bersangkutan, untuk mengatur segala prilaku dibidang masing-masing 
ketika bicara tentang etika jurnalisme, maka bicara tentang apa yang 
seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang 
wartawan.”27 
 
Aturan atau etika di dalam dunia jurnalis harus diterapkan oleh 
jurnalis yang terikat oleh etika itu, seperti di Aliansi Jurnalis Independen 
                                                             
25 Muliadi Mau, Dewan Etik AJI Makassar, wawancara, Makassar 24 Agustus 2015 
26 Muliadi Mau, Dewan Etik AJI Makassar, wawancara,  Makassar 24 Agustus 2015 
27 Muliadi Mau, Dewan Etik AJI Makassar, wawancara, Makassar 24 Agustus 2015 
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(AJI) Makassar mempunyai etika tersendiri dan etika itu terikat sama 
anggota atau jurnalis yang dinaunginya. Berbeda dengan Kode Etik 
Wartawan Indonesia (KEWI) sebab KEWI ini mengatur semua wartawan 
di Indonesia termasuk wartawan di dalam AJI. 
3) Independensi  
Menurut seorang Muliadi Mau tentang independensi yaitu: 
“Independensi itu diukur dengan dua indikator yang pertama 
netralitas yang kedua imparsialitas, jadi seorang wartawan itu 
dikatakan independen apabila memenuhi syarat dari kedua indikator 
itu, kemudian apakah seorang wartawan mempunyai kebebasan 
menulis sesuai dengan keinginannya? Kalau iya berarti dia 
independen tetapi kalau tidak dia tidak independen, lalu kemudian 
seorang wartawan harus terbebas dari tekanan dari manapun.”28 
 
Independen adalah seorang jurnalis yang diukur dengan dua 
indikator yaitu netralitas dan imparsialitas, jadi jurnalis bisa dikatakan 
independen apabila memenuhi indikator netralitas dan imparsialitas. 
Kemudian seorang jurnalis juga harus terbebas dari tekanan dari manapun, 
saat memberitakan sesuatu, apa bila belum terbebas dari interpensi dari 
segala pihak maka seorang wartawan tidak independen. 
“Media harus independen, karena independen sebuah media tercermin 
dari independen para wartawannya, kalau wartawannya tidak 
independen otomatis medianya tidak independen, makanya saya 
bilang tadi kalau betul-betul wartawan itu independen dia akan 
terbebas dari interpensi pemilik media. Nah pertanyaannya sekarang 
apakah pemilik media itu tidak menginterpensi wartawannya? Kalau 
dia tidak interpensi berarti wartawannya independen tetapi kalau di 
interpensi berarti wartawannya tidak independen.”29 
                                                             
28 Muliadi Mau, Dewan Etik AJI Makassar, wawancara, Makassar 24 Agustus 2015 
29 Muliadi Mau, Dewan Etik AJI Makassar, wawancara, Makassar 24 Agustus 2015 
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Independen sebuah media tergantung dari independen seorang 
wartawannya, bila wartawannya tidak indenpeden maka media itu tidak 
akan independen, interpensi dari pemilik modal industri media terhadap 
wartawan tidak akan terpengaruh kepada wartawan itu sebab wartawan itu 
independen sekalipun konsekuensinya dikeluarkan dari media itu sendiri. 
b. Gunawan Mashar, Ketua AJI Makassar 2013-2016 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Makassar Gunawan Mashar disekretariat AJI mengenai 
penerapan kode etik jurnalistik oleh anggota AJI Makassar untuk menjadi 
wartawan profesional sesuai dengan  prinsip AJI yaitu profesionalisme, etika 
dan independensi. 
Gunawan Mashar saat ditanya tentang jurnalis yang profesional itu 
seperti apa, ketua Makassar AJI itu mengatakan bahwa: 
”Jurnalis yang profesional adalah jurnalis yang tentunya mengikuti 
kaidah-kaidah kerja jurnalis dan juga mengikuti kode etik jurnalis 
Indonesia karena itu sudah disepakati dan memang sudah digodok 
oleh sejumlah lembaga jurnalis di Indonesia.”30 
 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memang sangat menekankan 
tentang profesionalisme seorang wartawan dilapangan apalagi anggota AJI. 
Anggota AJI harus selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya 
                                                             
30 Gunawan Mashar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, wawancara, 
Makassar 27 Juli 2015 
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sebagai wartawan, apabila tidak bisa profesional maka akan dikenakan sanksi, 
untuk menjadi wartawan yang profesional memang berat. Walaupun berat AJI 
tetap menekankan kepada seluruh anggotanya agar selalu bersikap 
profesional. 
Dasar seorang jurnalis untuk menjadi jurnalis profesional yaitu 
pengetahuan tentang apa itu kode etik jurnalistik. Menurut pendapat dari 
Gunawan Mashar saat ditemui di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
Makassar yaitu: 
“Di AJI sebelum penerapan kode etik jurnalistik dilapangan wartawan 
AJI khususnya wajib menaati kode etik, caranya supaya mereka bisa 
meaati kode etik yaitu memberikan kesadaran kepada mereka tentang 
jurnalis profesional. Nah wartawan yang profesional itu harus 
menaati kode etik, salah satu caranya adalah sejak awal perekrutan di 
AJI itu diseleksi, wartawan yang bisa mendaptar sebagai anggota AJI 
minimal 2 tahun bekerja sebagai wartawan dan proses seleksinya itu 
dilihat dari cara kejanya selama 2 tahun.”31 
 
Wartawan yang sudah bekerja selama dua tahun, tidak langsung 
diterima sebagai anggota AJI akan tetapi selama bekerja dari dua tahun itu 
dilihat cara dia di lapangan apakah mematuhi kode etik atau tidak. Sebab AJI 
tidak asal merekrut anggota tetapi AJI menyaring betul wartawan yang ingin 
masuk menjadi anggota. 
“Wartawan setelah lolos seleksi masih ditrening mengenai kode etik 
jurnalistik, bekal trek record yang dianggap punya integritas, punya 
                                                             
31 Gunawan Mashar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, wawancara, 
Makassar 27 Juli 2015 
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dedikasi, menaati etika-etika dan kaidah jurnalis kemudian wartawan 
ditrening lagi dan memperkenalkan kode etik lebih lanjut termasuk 
kode etik yang AJI anut.
32” 
 
Jurnalis setelah lolos seleksi training dan sudah resmi menjadi 
anggota AJI   maka wajib mentaati kode etik dan wajib menerapkan kode etik 
AJI dilapangan. Kemudian yang paling utama di AJI yaitu kesadaran jurnalis 
tentang profesional, maka dari itu AJI dalam menerapkan kode etik jurnalis 
dilapangan dengan cara memberikan pengetahuan terhadap anggota AJI dan 
menyadarkan kepada anggota AJI tentang profesional seorang jurnalis. 
Ketika di lapangan seorang anggota AJI ada yang ketahuan 
melanggar kode etik jurnalis maka akan dikumpulkan data-datanya. Apabila 
data-datanya sudah lengkap maka akan dipanggil dan diserahkan ke dewan 
etik untuk diproses atau disidang lebih lanjut. 
“Ada beberapa anggota AJI yang telah gugur dan dikeluarkan dari 
keanggotaan karena tidak bisa menaati kode etik jurnalistik. Mereka 
berkecimpung didunia politik, maka mereka gugur dengan sendirinya 
sebab di AJI tidak boleh masuk diranah politik. Beberapa anggota AJI 
yang gugur dan digugurkan keanggotaannya yaitu mantan ketua AJI 
sendiri seperti Sukriansyah Latif, Syarif Amir dan Ana Rusli.”33 
 
 
                                                             
32 Gunawan Mashar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, wawancara, 
Makassar 27 Juli 2015 
33 Gunawan Mashar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, wawancara, 
Makassar 27 Juli 2015 
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Harapan dan pesan Gunawan Mashar terhadap jurnalis di Makassar 
yaitu: 
1) Sekarang makin banyak wartawan muda di Makassar juga berbanding 
lurus dengan sikap profesionalisme, maka dari itu para wartawan 
muda harus meningkatkan sikap profesionalisme. 
2) Bagi wartawan muda di Makassar agar tidak henti-hentinya belajar, 
jangan hanya merasa puas karena telah mahir melakukan liputan, 
selalu belajar, ikut pelatihan, memperbanyak ilmu dengan membaca, 
agar menjadi wartawan yang hebat. Sebab wartawan adalah salah satu 
pekerjaan intelektual, karena itu harus terus bertambah ilmunya. 
c. Maman Suherman, Notulen Indonesia Lawak club 
Maman Suherman lahir di Makassar, 10 November 1965. 
Menempuh beragam pendidikan, namun hanya lulus dari Jurusan 
Kriminologi, FISIP - UI. Bertumbuh sebagai jurnalis selama 15 tahun (1988-
2003), dari reporter hingga menjadi pemimpin redaksi di Kelompok Kompas 
Gramedia. Ia pernah juga menjadi Direktur Produksi hingga Managing 
Director (2003-2011) di Biro Iklan & Rumah Produksi. 
Saat seminar jurnalistik fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 
diadakan oleh Flash 21 agustus 2015. Maman Suherman menyebutkan 
beberapa dosa wartawan seluruh dunia dan itu di Makassar sendiri banyak 
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yang melakukannya yaitu: Distorsi Informasi, Dramatisasi wartawan, 
Menganggu privasi, Tidak bisa bedakan fakta dan opini dan Eksploitasi seks. 
Kang Maman menjelaskan lebih lanjut tentang profesionalisme 
seorang wartawan. seorang wartawan bila ingin tetap profesional tidak boleh 
berteman dengan pejabat. Menghindar dari media politik sebab media politik 
ialah media yang berpihak.  
“Dulu saya punya teman sebelum masuk kedalam dunia politik saya 
katakana dia kawan saya, tetapi setelah masuk ke dalam dunia politik 
saya katakana padanya kau bukan lagi kawan saya. Sebab kamu 
sekarang pejabat, setelah dia dilengserkan dari jabatannya oleh mafia 
dan sekarang bukan lagi pejabat maka saya kembali berteman 
dengannya.”34 
 
Oc Kaligis adalah seorang pengacara yang terkena kasus korupsi, 
dan punya anak artis, lalu wartawan memberitakan tentang velove vexia 
mengunjungi bapaknya dan kemudian menceritakan kebaikan bapaknya yang 
memberikan dia mobil mewah dan menyekolahkan dia hingga luar negeri lalu 
velove vexia mengatakan “bapak saya itu malaikat”.  
Lanjut Penjelasan dari kang maman, media memberitakan dengan 
sangat manis dan mengeluarkan airmatanya, sementara Negara diguncang. Ini 
adalah salah satu dosa besar seorang wartawan distorsi informasi dan 
dramatisasai seorang wartawan. Dramatisasi yang dilakukan oleh seorang 
wartawan yaitu berita utamanya dikaburkan, dari berita utama korupsi tiba-
tiba menjadi orang tua yang baik. 
                                                             
34 Maman Suherman, Notulen di Indonesia Lawak Klub, seminar jurnalistik, Makassar 21 
agustus 2015 
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“Seorang wartawan harus mampu hindari tujuh dosa besar seorang 
wartawan,  lalu kemudian jangan berhenti hanya menjadi penulis 
berita tapi jadilah seorang penulis. Untuk menjadi wartawan yang 
benar-benar profesional yaitu dirikan media sendiri itu jalan yang 
paling ideal untuk menjadi wartawan profesional.”35 
 
Ada tujuh dosa besar seorang wartawan diseluruh dunia, untuk 
menjadi seorang wartawan profesional harus bisa menghidari tujuh dosa besar 
itu. Namun yang paling ideal menjadi wartawan profesional yaitu mendirikan 
media sendiri, sebab tidak akan ada keberpihakan di dalam saat media itu 
milik sendiri.  
d. Nurdin Amir (Koordinator Serikat Pekerja) 
 
Nurdin Amir sebagai salah satu wartawan senior di Makassar kini 
dia menjadi produser di salah satu media lokal di Makassar dan di AJI dia di 
bidang koordinator serikat pekerja. 
Sebagai wartawan senior tentunya Nurdin Amir sudah mengalami 
banyak pengalaman. Nah pengalaman tentang sikap profesionalisme seorang 
wartawan tentunya sudah dialami wartawan sekelas Nurdin Amir, apa lagi dia 
anggota AJI yang mengedepankan sikap profesional dan independen seorang 
wartawan. 
“Untuk menjadi seorang wartawan harus selalu menjunjung tinggi 
tentang profesionalisme, kode etik dan independensi. Seorang 
wartawan harus menaati dan bersikap seperti ketiga itu”36 
 
                                                             
35 Maman Suherman, Notulen di Indonesia Lawak Klub, seminar, Makassar 21 agustus 
2015 
36 Nurdin Amir, produser Ve chanel, wawancara, Makassar 20 Juni 2015 
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Nurdin Amir selalu menjunjung profesionalisme, kode etik dan 
independensi, saat meliput dilapangan. Saat masuk di AJI pengetahuan dan 
kesadaran tentang profesionalisme semakin bertambah. 
Menurut pendapat Nurdin amir saat wawancara di Media tempat dia 
bekerja yaitu seorang wartawan saat meliput harus mengikuti cara kerja 
seorang jurnalis atau taat sama kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik di 
AJI yang harus ditaati yaitu menghindari fitnah, menghindari amplop dan 
sebagainya. Sedangkan yang paling ditekankan di AJI yaitu amplop, seorang 
wartawan atau anggota AJI khususnya tidak boleh menerima amplop. harus 
bisa menahan diri untuk mengambil amplop.  
“Soal penerapan kode etik dilapangan banyak seharusnya berita yang 
tidak tayang dilayar kaca, banyak wartawan yang memutar balikkan 
fakta yang ada, saya khususnya mendorong kepada teman-teman agar 
bekerja secara profesional. cara saya menerapkan kode etik 
dilapanagan yaitu memperlihatkan kepada teman-teman jurnalis 
bgaiamana cara kerja yang baik seorang wartawan, dan tak lupa 
menegur wartawan yang melanggar.”37 
 
Menurut  penjelasan dari Nurdin Amir tentang wartawan yang 
melanggar kebanyakan wartawan kontributor sebab dia cuma mencari uang 
jadi dia tidak pedulikan tentang kode etik hanya mencari uang semata. 
Wartawan seperti ini yang tidak mau terikat dengan organisasi wartawan 
seperti AJI. 
Lanjut penjelasan dari Nurdin Amir Seorang jurnalis diwajibkan 
memberitakan orang-orang yang tertindas, yang tidak bisa berbuat apa-apa. 
                                                             
37 Nurdin Amir, produser Ve chanel, wawancara, Makassar 20 Juni 2015 
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Memperlihatkan kepada khalayak bahwa inilah yang tertindas yang telah di 
pandang sebelah mata oleh pemerintah  dan dilupakan oleh pejabat yang 
seharus merangkulnya. Kebanyakan wartawan hanya meliput pejabat yang 
bisa memberikan amplop saat selesai wawancara. 
e. Abdul Chalid Bibbipariwa (Koordinator organisasi dan 
pengembangan organisasi) 
 
Abdul challid adalah salah satu wartawan senior yang bergabung 
dengan AJI, sehingga sekarang abdul chalid menjadi kordinator organisasi 
dan pengenmbngan organisasi. Kepeduliannya terhadap sikap seorang 
wartawan yang kebanyakan sekarang tidak profesional dan mengindahkan 
kode etik jurnalistik, itu yang membuat dia bergabung dengan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI). 
“Tidak ada yang lebih penting dari seorang wartawan apabila tidak 
menjunjung tinggi etika pers atau kode etik jurnalistik, menjadi 
seorang wartawan profesional itu tidak mudah sebab waratwan 
profesional itu, bisa dilihat dari tingkat kesejahteraannya, apabila 
seorang wartawan sejahtera bisa dipertnyakan apakah dia profesional 
atau tidak?”38 
 
Menjadi seorang wartawan profesional yang dihargai masyarakat  
memang sulit, tetapi menjadi seorang wartawan abal-abal atau wartawan 
amplop yang hanya memanfaatkan profesi wartawanya untuk mendapatkan 
amplop mudah, konsekuensinya tidak dihargai oleh masyrakat. Dianggap 
seperti pejabat yang koruptor, dipandang sebelah mata oleh masyarakat, 
seperti itu konsekuensi wartawan yang tidak profesional. 
                                                             
38 Abdul Chalid Bibbipariwa, wartawan  Net Tv, wawancara, Makassar 16 Juni 2015 
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Untuk menjadi seorang wartawan profesional Abdul Chalid 
mengatakan harus menggapai dua hal yaitu: 
1) Kompetensi seorang jurnalis masuk wawasan, pengetahuan, dan 
keterampilan dibidang jurnalistik.  
2) Kode etik jurnalistik di mana seorang jurnalis itu harus  taat pada kode 
etik. 
“AJI dalam menerapkan kode etik yaitu menekankan kepada anggota 
aji agar tetap dalam jalur kode etik baik itu kode etik jurnalistik dari 
Dewan pers maupun kode etik AJI sendiri yang telah ditetapkan. Nah 
apa bila ada wartawan yang tidak menerapkan kode etik maka akan 
ditegur, kemudia dipanggil lalu diproses. Namun sanksi yang paling 
tinggi di AJI yaitu mencabut keanggotaannya dari AJI”39 
 
Menjadi seorang wartawan atau anggota Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI)  harus betul-betul bisa tahan banting sebab prinsip di AJI yaitu 
profesional, etika dan independensi, ketiga hal itu yang menjadi landasan di 
AJI. namun apabila ada wartawan yang tidak sanggup dengan melaksankan 
salah satu diantaranya maka akan diproses dan dikeluarkan dari keanggotaan 
AJI apabila tidak bisa memperbaiki kesalahannya. 
f. Rahmat Hardiansyah (Wakil koordinator  organisasi dan 
pengembangan organisasi 
 
Rahmat Hardiansyah adalah salah satu wartawan yang profesional, 
namun  bila dilihat dari latar belakang seorang Rahmat Hardiansyah dia bukan 
                                                             
39 Abdul Chalid Bibbipariwa, wartawan  Net Tv, wawancara, Makassar 16 Juni 2015 
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lulusan jurnalistik yang mempelajari tentang ilmu jurnalistik. Dia menempuh 
pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) jurusan Tehnik Elektro. 
Keinginannya untuk menjadi wartawan dan wartawan yang benar-
benar profesional membuatnya harus mencuri ilmu tentang jurnalistik dari 
pers kampus, lalu kemudian ikut pelatihan tentang jurnalistik, sekarang 
menjadi seorang wartawan disalah satu media lokal dan dia juga salah satu 
anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. 
Rahmat Hardiansyah menjelaskan tentang profesionalisme, bahwa 
profesionalisme yaitu wartawan yang mengikuti aturan atau mengikuti kode 
etik jurnalistik, di AJI sendiri ada 21 butir kode etik yang harus diterapkan 
oleh para wartawan yang berada di bawah naungan AJI. 
Seorang wartawan memang ditekankan oleh dewan pers setelah 
berakhirnya orde baru dan sekarang masuk reformasi. Kebebasan pers yang 
diinginkan oleh para jurnalis saat masih zaman orde baru sudah terkabulkan 
namun penerapan kode etik oleh wartawan dilapangan masih sulit. Seperti 
penuturan dari Rahmat Hardiansyah tentang penerapan kode etik: 
“Cara saya menerapkan kode etik dilapangan yaitu tidak berbuat 
kepentingan contohnya liputan ekonomi, liputan ekonomi banyak 
kepentingan di dalamnya, kemudian saya membentengi diri bahwa itu 
bukan tujuan saya menjadi wartawan, ada beberapa orang yang 
memanfaatkan suap, tapi saya langsung lari, saat selesai wawancara 
saya langsung pergi namun banyak wartawan yang msih tinggal di 
situ suap bermain saat wawancara selesai”40 
                                                             
40 Rahmat Hardiansya, Kontributor Majalah Gatra, wawancar, Makassar 17 Agustus 
2015  
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Memang sulit menerapkan kode etik apabila tidak punya idealisme, 
dan niat untuk menjadi wartawan itu juga sangat penting, bila niat menjadi 
wartawan hanya mengejar materi maka tidak heran jika menjadi wartawan 
amplop. hidup di dunia wartawan profesional memang sulit sebab harus 
mengikuti kode etik jurnalistik. 
Namun Rahmat Hardiansyah ketika ditanya tentang perbedaan 
wartawan OL, ceta dan Tv, Rahmat Hardiansyah mengatakan: 
“Online, cetak dan tv memang sangat berbeda tidak usah kita 
bicarakan meda tv sebab perbedaannya sangat jelas namun, pada 
dasarnya semuanya sama, seharusnya semua bergerak di Masyarakat 
atau khalayak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, jadi kalau 
bicara beda dari segi bentuk beritanya panjang, namun pertanggung 
jawaban di media cetak dan online lebih berat di online sebab berita-
berita sensasional banya muncul di online, juga masalah kecepatan 
dan ketepatan, kebanyakan wartawan online mengabaikan ketepatan 
karena kecepatan yang di kejar.”41 
Rahmat Hardiansyah menambahkan contoh kesalahan beberapa media 
online saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia (17 agustus 2015) 
pemberitaannya mengatakan  Jusuf Kalla tidak hormat saat pengibaran 
bendera merah putih, namun cara hormat masyarakat sipil tidak diberi 
kewajiban hormat ala militer, hormatnya masyarakat sipil ketika bendera 
dikibarkan yaitu tangan dirapatkan dipaha selurus dengan bahu tegak. 
Kesalahan media online saat itu karena tidak mengusut lebih dalam hanya 
mengejar sensasional dan kecepatan bukan ketepatan dan akurasi. 
                                                             
41 Rahmat Hardiansya, Kontributor Majalah Gatra, wawancar, Makassar 17 Agustus 
2015 
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“Jangan jadi wartawan kalau tidak luas pengetahuan atau wawasan, 
wawasan itu perlu kalau jadi wartawan, karena pengaruhnya sangat 
penting, kenapa saya bilang begini, didunia jurnalis itukan tidak 
mengenal kamu dari jurusan mana? Ketika kamu masuk kedalam 
dunia jurnalis meinstrem kamu akan dihadapakan pada semua bidang 
ilmu, jadi kalau kau tidak cakap dalam wawasan kau akan tertinggal 
dengan orang-orang lain, dan kau juga akan terlihat bodoh di depan 
narasumber, caranya agar tidak terlihat bodoh yaitu belajar dan 
belajar dari bidang ilmu yang berbeda-beda, contohnya ilmu yang 
berbeda-beda, liputan ekonomi, liputan hukum, liputan olahraga dan 
liputan kriminal.”42 
Seorang wartawan harus dan wajib mempunyai pengetahuan yang 
luas, baik itu pengetahuan dari bidang ekonomi, hukum, olahraga, politik, dan 
kriminal. Semua itu harus dipelajari oleh seorang wartawan, karena kalau 
pengetahuan atau wawasan sempit maka akan terlihat bodoh di depan 
narasumber, bahkan akan dibodoh-bodohi oleh narasumber. Caranya supaya 
tidak terlihat bodoh atau dibodoh-bodohi oleh narasumber yaitu belajar, 
kemudian banyak membaca yang lebih penting jadi seorang wartawan. 
“Kalau niat masuk media untuk mengejar materi, otomatis kita akan 
tergiur dengan suap menyuap itu tapi kalau tujuan kita memang 
karena idealisme itu akan dengan sendirinya tercatter, biasanya kalau 
selesai konferensi pers ada jeda waktu 10 menit nah disitu orang 
biasa main suap, wartawan juga banyak yang menunggu selama jeda 
itu karena menunggu amplop, tapi kalau saya biasanya langsung 
pergi dan keluar dari tempat itu saat selesai acara. Kalaupun ada 
yang memberikan seperti itu kepada saya, saya akan menolak, saya 
pernah dikasih amplop karena menolaknya susah jadi saya ambil dan 
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membawa ke kantor dan kantor yang berurusan dengan amplop itu.” 
43
 
g. Andi Fadli (Mantan ketua AJI Makassar) 
 
Andi Fadli adalah alumni Universitas Hasanuddin, dia memulai karir 
sebagai wartawan saat masih menempuh kuliah di UNHAS. Sekarang Andi 
Fadli menjadi wartawan senior dan mempunyai banyak pengalaman. Andi 
Fadli juga pernah menjadi ketua AJI Makassar dan pernah menjadi anggota 
KPI. Pengetahuannya tentang sikap profesionalisme, independensi dan kode 
etik jurnalistik tidak diragukan lagi. 
“Profesional itu identik dengan etika etika identik dengan profesional 
penegakan disiplin dikedua ini pasti AJI konsen disitu etika 
menjalankan profesi ini dengan baik secara profesional, harus 
menjalankan kode etik dengan baik apabila tidak menjalankannya 
maka akan tersisih dengan sendirinya.”44 
Dari penuturan Andi Fadli bahwa profesionalisme identik dengan 
kode etik berarti ketika kode etik dijalankan dengan baik maka otomatis 
seorang wartawan akan mejadi profesional. namun apabila seorang wartawan 
AJI bila tidak menjalankan kode etik dengan baik maka akan tersisih dengan 
sendirinya. 
“Independensi itu dia tidak boleh berpihak kepada salah satu 
narasumber rela dikeluarkan atau meninggalkan pekerjaannya  dari 
media tertentu apabila merasa suda tidak independen, banyak orang-
orang AJI yang seperti itu, adapula yang keluar dengan sendirinya 
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karena merasa media yang ditempati bekerja sudah tidak independen 
contohnya kelompoknya Aburizal Bakri. Dengan bergaji 10 juta orang 
AJI keluar karena independennya dijaga, orang-orang AJI berprinsip 
biarpun miskin tetapi idealisme tetap dijaga.”45    
Seorang wartawan yang merasa independen tidak akan berpihak 
kepada siapapun, sebab independen itu tidak boleh berpihak kepada siapapun, 
seorang yang merasa media yang ditempati bekerja sudah tidak independen 
maka akan keluar dengan sendirinya meskipun gaji yang diterima 10 juta. 
Seperti di AJI orang-orang AJI berprinsip bahwa biarpun miskin tetapi kaya 
idealism, orang AJI aka tetap menjaga idealisme ditengah-tengah gaji 
wartawan tidak menjamin kesjahteraan seorang wartawan idealis atau 
wartawan profesional. 
6. Hambatan yang Dihadapi Jurnalis Dalam Menerapkan KEJ 
Wartawan merupakan sebuah profesi, kemudian setiap profesi memiliki 
etika yang dijadikan sebagai rujukan nilai dan standar moral bagi profesi itu. 
Menurut Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, etika profesi adalah sikap etis 
sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai 
pengemban profesi.
46
 
Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main 
yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. 
Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi 
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46 Arifuddin Tike, etika pers dan perundang-undagan media massa, (Makassar, Alauddin 
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arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam 
menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan 
dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang 
kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita 
bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.
47
  
Dalam KEJ ditegaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak 
menyalahguankan profesi dan tidak menerima suap. Suap menurut penjelasan 
tafsir KEJ adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitias dari 
pihak lain yang mempengaruhi independensi, suap bisa terjadi karena mental, gaji 
yang rendah ,atau gaji yang tidak jelas.
48
 
“Godaan-godaannya seorang jurnalis banyak, contohnya siapa yang 
tidak tergiur dengan uang, siapa yang tidak tergiur dengan materi, 
bantuan, kekuasaan dan dekat dengan pejabat, seperti itu godaan 
seorang jurnalis.”49 
 
Menjadi seorang jurnalis profesional memang banyak godaan yang 
mesti dihadapi, namun seorang jurnalis yang mempunyai idealisme kuat dan tidak 
mudah runtuh maka godaan seperti itu tidak akan sulit untuk dihadapi. Tetapi 
apabila jurnalis yang bermental amplop turun kelapangan maka godaan seperti itu 
susah untuk dihadapi, jurnalis yang hanya bermental amplop tidak akan menjadi 
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jurnalis yang profesional. Gunawan Mashar menambahkan tentang godaan 
seorang jurnalis yaitu: 
“Rata-rata kan jurnalis sekarang sudah berkeluarga, kebutuhan dan 
sebagainya, kadang-kadang kalau kita dekat dengan pejabat banyak 
saja kebutuhan-kebutuhanta yang dibantu, tentunya materi 
hambatannya, banyak misalnya kalau mau pilkada dia dipake 
sementara sebagai fotografer merangkap sebagai tim sukses, itu kalau 
di AJI tidak membolehkan.”50 
 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar sangat menekankan 
masalah menerima amplop, di dalam kode etik jurnalistik AJI menerima amplop 
atau suap sanksinya sangat berat. Walaupun gaji sebagai wartawan tidak 
mencukupi untuk menutupi kebutuhan setiap harinya, AJI tetap melarang para 
Jurnalis termasuk jurnalis di bawah naungan AJI agar tidak pernah mengambil 
amplop atau tergiur dengan suap yang besar. 
“Suap ada banyak macam, bentuk suap pertama suap dalam bentuk 
secara langsung. Misalnya uang, suap dalam bentuk barang juga ada 
suap diajak jalan-jalan, nah prinsipnya adalah AJI sangat ketat dalam 
hal ini (suap) ada beberapa orang juga sering menafsirkan salah 
tentang suap.”51 
 
Suap dikalangan jurnalis bermacam-macam, ada dalam bentuk amplop 
atau uang, dalam bentuk barang dan dalam bentuk diajak jalan-jalan oleh pejabat 
atau narasumber yang ingin menyuap jurnalis. Nurdin Amir menambahkan sesuai 
dengan pasal 6 tentang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan 
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tidak menerima suap kemudian di kode etik jurnalistik AJI berada poin 9 yaitu: 
jurnalis menolak segala bentuk suap. 
“Soal perekrutan perusahaan seharusnya merekrut jurnalis itu  sesuai 
dengan standar yang ada tapi kan selama ini prakteknya adalah 
kebanyakan jurnalis hanya dicomot  hanya diambil tanpa melalui 
proses perekrutan yang jelas misalnya tes tertulis, yang kedua harus 
mengetahui latar belakang keilmuannya seperti apa ketiga tes 
psikologi, yang paling penting dipoin itu adalah masalah keilmuan, 
dia harus tau banyak hal dan yang pasti dia harus tau tentang kode 
etik jurnalistik itu yang paling penting, sebab banyak jurnalis yang 
mempunyai keilmuan yang mempuni tapi keilmuan atau kesadaran 
tentang kode etik jurnalistik masi kosong, masih sering dilanggar kode 
etik terutama tadi itu masalah suap, banyak yang masih 
melanggarnya.”52 
 
Menjadi seorang jurnalis wajib mempunyai keilmuan, mengetahui 
semua bidang keilmuan, seperti ekonomi, kriminal, hukum, olahraga dan tentang 
bermasyarakat. Kemudian yang paling penting untuk seorang jurnalis yaitu kode 
etik jurnalistik, seorang jurnalis harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik agar 
menjadi jurnalis yang profesional. Seorang jurnalis dituntut untuk menjadi 
profesional sebab pekerjaan sebagai jurnalis itu disejajarkan dengan pekerjaan 
sebagai Hakim, Dokter dan Guru. 
“Yang kita temukan itu banyak yang pertama itu faktor  politikalwil 
media yaitu dalam konteks bagaimana membangun suatu mekanisme 
rekrutmen jurnalis yang ketat misalnya dalam konteks bagaimana 
media sangat tidak memiliki semacam komitmen kuat dalam melihat 
seperti apa sih sumber daya jurnalis yang dibutuhkan itu jadi rekrut 
asal rekrut aja, yang penting misalnya S1.”53  
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Media kebanyakan merekrut jurnalis tidak melihat kemampuan calon 
jurnalis itu, kemudian media juga tidak memiliki komitmen kuat dalam melihat 
sumber daya jurnalis yang dibutuhkan. Abdul Chalid menambahkan tentang 
kendala seorang jurnalis dalam meningkatkan sikap profesionalisme yaitu. 
“Pembentukan karakter jurnalis itu selama misalnya bekerja di media 
bersangkutan juga tidak ada misalnya bagaimana menambah skil, 
keterampilan kemudian penguatan dari sisi karakter dalam konteks 
bagaimana taat terhadap kode etik itu juga tidak begitu kuat terjadi di 
media-media lokal itu tantangan terbesar kita jadi seringkali kita 
menemukan jurnalis yang sebenarnya secara kompetensi itu tidak 
memadai sebenarnya sehingga itu tantangan besar AJI dan tidak 
semua masalah jurnalis itu masuk di AJI, lalu kemudian penggajian 
jurnalis masih rendah akhirnya ya biasa jurnalis menerima amplop, 
dari pemerintah juga harusnya mendukung jurnalis tanpa amplop 
bukannya pemerintah memberikan amplop kepada jurnalis.”54 
 
Seharusnya media menambah skil, keterampilan kemudian penguatan 
dalam konteks taat terhadap kode etik jurnalistik bagi semua kalangan jurnalis 
terutama jurnalis yang baru masuk ke media, apalagi banyaknya jurnalis sekarang 
tidak mengerti dan tidak memahami tentang kode etik jurnalistik. Gaji atau 
kesejahteraan dikalangan jurnalis masih rendah akhirnya banyak jurnalis 
menerima amplop untuk menambah kebutuhan. Kemudian dari pemerintah 
seharusnya mendukung jurnalis tanpa amplop bukannya pemerintah sendiri yang 
memberikan amplop terhadap jurnalis. 
“Tantangannya yaitu dijauhi oleh teman-teman jurnalis ada juga sih 
yang tidak menjauh tapi banyak yang menjauh sebab mereka 
mengataka ahhh dia tidak menerima amplop ngapain manggil saat 
ada berita, nah kemudian kita kan tidak menerima suap berarti tingkat 
kekerean semakin melanda itu tantangan kedua, kemudian tantangan 
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selanjutnya dari industri media sendiri, kebanyakan industri media 
mempunyai kepentingan politik, jadi interpensi terhadapa 
pemberitaan wartawan semakin jelas, otomatis pemberitaan itu juga 
akan berpihak seperti itu tantangan yang dihadapi oleh seorang 
jurnalis profesional.”55 
 
Ada tiga tantangan seorang jurnalis dalam meningkatkan sikap 
profesionalime, yaitu dijauhi oleh wartawan lain, kesejahteraan atau gaji masih 
minim dan berasal dari industri media itu sendiri. Idealisme seorang wartawan 
profesional sangat berperan dalam meningkatkan sikap profesional, tidak 
mempunyai idealisme yang kuat maka akan mudah terpengaruh oleh suap. 
“Tantangannya yaitu duit, lalu ketika tidak ada uang trus tiba-tiba 
ada suap 50 juta pasti akan tergiur tapi saya tidak menerima sebab 
saya hidup di nilai bukan mencari uang, kepintaran itu tidak 
menjamin sebab banyak orang pintar masih tergiur dengan uang, 
namun kalu kita hidup pada nilai-nilai maka kita bisa melawan 
tantangan seperti suap itu.”56 
 
Andi Fadli dalam melawan suap yaitu dengan cara menanamkan nilai-
nilai dalam dirinya, pengetahuan kepintaran perlu tapi nilai-nilai atau  atauran 
harus ditanamkan dalam diri, supaya selalu berada pada koridor yang sebenarnya, 
tidak melenceng atau tidak melanggar kode etik jurnalistik. 
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B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil dokumentasi melalui wawancara, yang telah diolah dari 
setiap pernyataan yaitu: 
1. Pola penerapan kode etik jurnalistik oleh jurnalis dibawah naungan AJI 
Makassar 
Penerapan kode etik jurnalistik sebagaimana yang diatur Dewan Pers 
menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan 
moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan 
publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan 
Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.
57
 
Penerapan kode etik jurnalistik yang merupakan gambaran serta arah 
mengenai apa dan bagaimana seharusnya profesi ini dalam bentuk idealnya oleh 
sebagian pers atau media massa belum direalisasikan sebagaimana yang 
diharapkan, yang menimbulkan kesan bahwa dunia jurnalistik (juga profesi lain) 
terkadang memandang kode etik sebagai pajangan-pajangan yang kaku. Namun 
terlepas dari ketimpangan dari apa yang seharusnya bagi dunia jurnalistik 
tersebut, tampaknya hal ini berpulang pada persepsi dan obyektifitas masyarakat 
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atau publik untuk menilai kualitas, bobot, popularitas maupun keberpihakan dari 
suatu media massa. 
Kebebasan pers yang banyak didengungkan, sebenarnya tidak hanya 
dibatasi oleh kode etik jurnalistik, tetapi terdapat aturan lain yang dapat 
dipergunakan untuk mewujudkan apa yang seharusnya. Untuk itulah masih 
diperlukan langkah-langkah konkrit dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi 
pers, paling tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi dari penyimpangan 
tersebut. 
Pelaku pers Indonesia dianggap tidak berlaku profesional seiring dengan 
meningkatnya konglomerasi media. Profesionalisme yang berlaku adalah 
profesionalisme organisasional. Khususnya di Indonesia, profesionalisme jurnalis 
tidak pernah sungguh-sungguh lahir dan kuat di Indonesia. Serikat-serikat jurnalis 
lokal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) masih belum memiliki daya tawar 
terhadap para pemilik media. Para jurnalis yang berniat membuat serikat jurnalis 
pun banyak yang dipecat oleh media tempatnya bekerja. organisasi media pers 
justru harus melibatkan serikat-serikat jurnalis dalam membuat keputusan-
keputusan manajerial maupun redaksional. 
Sesuai dari pernyataan diatas peneliti menemukan berbagai macam pola 
penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dalam meningkatkan 
profesionalisme, seperti: 
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a. Menanamkan kesadaran terhadap jurnalis agar selalu menaati tentang 
kode etik jurnalistik.   
b. Memberikan pengetahuan tentang jurnalistik, kode etik jurnalistik dan 
ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu ekonomi, hukum, olahraga dan lain 
sebagainya. 
c. Menanamkan idealisme dalam diri seorang wartawan. 
d. Menanamkan nilai-nilai terhadap jurnalis. 
e. Menegur jurnalis yang melanggar cara menegurnya yaitu berdiskusi, 
memberikan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. 
Bill Kovach menulis 9 elemen tentang jurnalis yang harus diterapkan 
oleh jurnalis, 9 elemen jurnalis menrut Bill Kovach yaitu: 
1) Menyampaikan Kebenaran 
Tiap orang karena asal-usul agama dan ideologi yang dianutnya, 
punya definisi masing-masing terhadap kebenaran. Kewajiban utama 
jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran. 
2) Memegang Kepercayaan Publik 
Dalam dunia jurnalis setidaknya ada 3 pihak yang menjadi 
stakeholder, 3 pihak itu antara lain: pembaca, pengiklan dan publik 
(masyarakat). Tiap pihak mempunyai kepentingan masing-masing. 
3) Disiplin Verifikasi 
Satu hal yang membedakan jurnalisme dengan fiksi, hiburan dan 
propaganda adalah verifikasi. Dengan disiplin verifikasi seorang wartawan 
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mampu menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru atau manipulasi. 
Tujuannya tentu saja untuk menyampaikan informasi yang akurat. 
4) Independen 
Tuntutan untuk bersifat objektif seringkali membuat wartawan 
pemula bingung. Tetapi menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. 
Impartialitas juga bukan yang dimaksud objektifitas. Prinsipnya, wartawan 
haruslah bersikap independen dari hal-hal yang mereka liput. Independensi 
seperti apakah yang mereka liput? 
Bill Kovac memberi jalan keluar untuk kemustahilan itu: 
“jika wartawan/media memiliki hubungan yang bisa dipersepsikan 
sebagai konflik kepentingan mereka berkewajiban melakukan ful-
disclosure tentang hubungan itu” 
Tujuannya adalah agar pembaca waspada dan menyadari bahwa 
tulisan atau liputan itu tidak begitu independen. 
5) Memantau Kekuasaan dan Menyambung Lidah Rakyat 
Memantau kekuasaan bukan berarti melukai orang yang 
berkehidupan nyaman. Memantau kekuasan harus dilakukan dengan kerangka 
ikut menegakkan demokrasi. Salah satu caranya adalah investigative 
reporting. 
6) Menjadi Forum Publik 
Secara ilmiah tiap orang punya rasa ingin tahu. Saat terbit, 
jurnalisme yang baik akan menggelitik rasa ingin tahu orang banyak. Tiap 
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orang akan punya raksi-reaksi yang berbeda. Akan ada komentar-komentar 
yang dilayangkan. 
7) Memikat dan Relevan 
Biasanya tulisan apa yang membuat kalian memikat? Novel, cerpen, 
atau biasanya sesuatu yang lucu, sensasional, dan berkaitan dengan selebriti. 
Sebaiknya suatu laporan yang relevan dan perlu, sering kali dianggap kering 
dan membosankan. 
8) Proporsional dan Komprehensif 
Surat-surat kabar di Indonesia sering kali melanggar hal ini. 
Beberapa surat kabar masih banyak yang membuat berita tidak proporsional. 
Judul-judulnya sensasional dan selalu menekankan pada aspek emosional. 
9) Berhati Nurani 
Tiap orang tentunya punya hati nurani. Begitu juga seharusnya 
wartawan, wartawan berpengalaman biasanya punya visi dalam menjalankan 
dan menyelesaikan tugasnya. 
2. Hambatan yang dihadapi oleh jurnalis profesional  
Peneliti menemukan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh 
jurnalis profesional dalam mempertahankan sikap profesionalismenya di 
lapangan. 
a. Wartawan banyak tidak independen karena adanya intervensi dari pihak 
media pemilik modal sebab pemilik industri media banyak yang 
83 
 
 
 
berkecimpung di dunia politik, sehingga rentan keberpihakan terhadap 
parpol yang didukung oleh pemilik industri media. 
Independen menurut KEJ berarti memberitakan peristiwa atau 
fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan 
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Independensi 
ini punya kaitan dengan akurasi berita, berimbang dan tidak adanya i‟tikad 
buruk yang dimiliki wartawan terkait dengan publikasi berita tersebut. 
KEJ juga mengaitkan independensi wartawan dengan keteguhan sikapnya 
untuk tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, baik 
dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain. 
Wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang 
mereka liput. Independensi perlu dimaknai secara proporsional karena 
bukan sesuatu yang berlaku absolut dan kaku, sebab wartawan tidak hidup 
diruang hampa. Sikap independen tidak dapat diberlakukan dengan 
memaksakan kehendak pada hal wartawan punya maksud terselubung, 
punya kepentingan. Menurut Erick Thohir, independensi harus dicapai 
dengan tahapan profesional serta musuh utama independensi adalah 
intervensi. Posisi wartawan yang strategis sebagai penyampai berita, 
membuat mereka rentan diintervensi. 
Bentuk intervensi bisa beragam, yang kerap terjadiyakni 
intervensi untuk memuat atau tidak memuat suatu berita. Ketika wartawan 
hendak mengangkat berita sebagai kontrol sosial selalu ada tekanan dari 
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mereka yang merasa dirugikan dengan berita itu. Sementara dari pihak 
yang diuntungkan, justru menghendaki agar berita itu dimuat. Dalam 
kondisi demikian redaksi mengalami situasi terjepit. Terlebih bila yang 
memberi tekanan itu adalah pemilik media. Diluar pemilik media, 
pengiklan juga berpotensi mengitervensi news room demi pencitraan 
produk dan perusahaannya.  
Persoalan independensi media sangat mengemuka ketika 
pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2014. Stasiun televisi tvOne jelas-jelas 
memihak Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, sementara 
stasiun televisi Metro TV, memberi dukungan melalui pemberitaannya 
kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Stasiun tvOne dimiliki oleh 
Aburizal Bakrie, Ketua Umum partai Gorkar, salah satu partai pendukung 
Prabowo-Hatta, sedangkan Metro TV dimilik Surya Paloh, Ketua Umum 
Partai Nasdem, yang merupakan mitra koalisi pengusung Jokowi-Kalla. 
Pada kasus ini intervensi terhadap independensi media berkaitan dengan 
kepentingan politik kekuasaan. Banyak pihak yang menyayangkan, 
bahkan mengecam situasi ini, karena praktek demikian dikhawairkan 
bukan hanya mengancam kemerdekaan pers tapi juga pembangunan 
demokrasi. 
b. Kesejahteraan jurnalis memprihatinkan membuat para jurnalis yang 
tidak profesional menerima amplop untuk menambah kebutuhan 
sehari-hari serta jurnalis menyalahgunakan profesi.  
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Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ditegaskan bahwa wartawan 
Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 
Penafsiran ketentuan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud 
menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum 
informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap menurut penjelasan 
tafsir KEJ adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau 
fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Suap karena 
mental, gaji yang rendah, atau sanksi yang tidak cukup tegas. Esensinnya 
suap berkaitan dengan kesejahteraan dan integritas wartawan. 
Suap punya banyak wujud, bisa dalam bentuk bingkisan, amplop 
atau fasilitias, tapi kampanye anti suap dikalangan wartawan lebih populer 
dengan sebutan kampanye tolak amplop. Karena pemberian berupa 
amplop atau bentuknya yang lain dikhawatirkan mempengaruhi netralitas, 
independensi dan objektifitas wartawan dalam menulis berita atau dalam 
meliput berita.  
Erik Tohir membagi dua golongan mereka yang menerima 
amplop. pertama, orang yang pekerjaannya mencari amplop dengan 
mengaku sebagai wartawan. Karena bukan wartawan sungguhan, mereka 
biasa disebut sebagai wartawan amplop. Golongan  kedua wartawan yang 
ketika mencari berita, juga menerima amplop. Ibarat sambil menyelam 
minum air. Mantan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Erna 
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Witoelar, menyebut wartawan demikian sebagai telur busuk dalam 
keranjang. Karena sebagian busuk, maka aroma telur sekeranjangpun 
berbau busuk.
58
 
Meski bertujuan mulia demi menunjang marwah dan 
profesionalitas pers namun terdapat dua kutub pendangan menyikapi 
amplop. Dua sikap itu, menurut Kun Wazis adalah pertama kelompok 
yang membolehkan imbalan atau pemberian karena tidak termasuk 
kategori suap. Setiap pemberian dari narasumber boleh diterima karena 
tidak ada kaitanya dengan pemberian, kedua tidak boleh menerima 
imbalan dari sumber berita terlepas pemberian itu menganggu 
independensi atau tidak.
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58Arifuddin Tike, etika pers dan perundang-undagan media massa, (Makassar, Alauddin 
University press),hal 33  
59 Arifuddin Tike, etika pers dan perundang-undagan media massa, (Makassar, Alauddin 
University press),hal 34 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, ada beberapa 
kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut: 
1. Dalam penerapan kode etik jurnalistik, Aliansi  Jurnalis Independen (AJI) 
selalu memberikan kesadaran terhadap anggotanya agar selalu menerapkan 
kode etik jurnalistik di lapangan. Namun kesadaran juga tidak menjamin 
wartawan dapat menjalankan kode etik secara profesional maka dari itu selalu 
ada sanksi apabila melanggar kode etik yang telah disepakati bersama.  
2. Hambatan yang di hadapi para jurnalis dalam menerapkan kode etik 
jurnalistik yaitu  berasal dari industri media itu sendiri, media jarang 
memberikan kesejahteraan terhadap wartawannya. Kemudian pemilik modal 
industri media banyak yang berkecimpung di dunia politik, jadi banyak media 
yang berpihak, media berpihak otomatis wartawannya berpihak, berpihak 
berarti tidak profesional dan melanggar kode etik jurnalistik. Untuk menjadi 
wartawan yang benar-benar profesional mestinya mendirikan sendiri media, 
itu cara paling ideal untuk menjadi wartawan yang profesional dan 
independensi. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya agar sekiranya dapat mengkaji  lebih dalam lagi 
mengenai wartawan amplop. 
2. Profesi wartawan agar sekiranya dapat berbanding lurus dengan sikap 
profesionalisme.  
3. Bagi setiap wartawan agar sekiranya selalu menambah wawasan tentang 
segala bidang ilmu terutama pengetahuan tentag kode etik jurnalistik. 
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